
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
huruf d dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

b. bahwa masyarakat merupakan penerima dampak langsung 
dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan 
langsung akan merespon dampak bencana disekitarnya, 
maka masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan 
kemampuan penanggulangan bencana dalam konteks 
pemberdayaan agar menjadi tanggap, tangkas, dan tangguh 
dalam menghadapi bencana; 

c. bahwa dalam rangka mendukung visi penanggulangan 
bencana untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar 
Tangguh Bencana, diperlukan pedoman pembentukan 
Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Pera tu ran Bupati ten tang Pedoman Pembentukan 
Desa/ Kelurahan tangguh Bencana; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKARANGANYAR, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR 13 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

SALIN AN \ 

• t 

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 13 TAHUN 2017 

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 7 ayat (2)
h u ru f  d dan  ayat (7) P era tu ran  D aerah K abupaten 
K aranganyar Nomor 23 T ahun  2015 ten tang  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

b. bahw a m asyaraka t m erupakan  penerim a dam pak  langsung 
dari bencana, dan  sekaligus sebagai pelaku  pertam a dan  
langsung  akan  m erespon dam pak  bencana  disekitarnya, 
m aka m asyaraka t perlu  dibekali pengetahuan  dan  
kem am puan  penanggulangan bencana  dalam  konteks 
pem berdayaan  agar m enjadi tanggap, tangkas, dan  tangguh 
dalam  m enghadapi bencana;

c. bahw a dalam  rangka m endukung  visi penanggulangan 
bencana  u n tu k  m ew ujudkan K abupaten  K aranganyar 
Tangguh B encana, d iperlukan  pedom an pem ben tukan  
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f a, h u ru f  b, dan  h u ru f c, perlu  m enetapkan  
P e ra tu ran  Bupati ten tang  Pedom an Pem bentukan 
D esa /K elu rah an  tangguh Bencana;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em ben tukan  D aerah-daerah  K abupaten  dalam  
Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tang  Sistem  
Perencanaan  Pem bangunan Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 66, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. U ndang-U ndang Nomor 24 T ahun  2007 ten tang
Penanggulangan B encana (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2007 Nomor 66, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang
P em b en tu k an  Peraturan P eru n d an g-u n d an gan  (Lembaran  
Negara R epublik  Indonesia T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234);

5. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 
Nomor 7, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); 

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
N asonal Penanggulangan Bencana; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 

•• 
' ' 

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim ana 
telah  d iubah  beberapa kali te rak h ir dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  P erubahan  
K edua a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 73 T ahun  2005 ten tang  
K elurahan (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2005 Nomor 159, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4588);

8. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2008 ten tang
T ahapan , Tata Cara P enyusunan , Pengendalian, dan  
E valuasi P elaksanaan  R encana P em bangunan  D aerah
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2008 
Nomor 21, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817);

9. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 21 T ahun  2008 ten tang
Penyelenggaraan Penanggulangan B encana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2008 Nomor 42,
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

10. P era tu ran  Pem erintah Nomor 22 T ahun  2008 ten tang
P endanaan  dan  Pengelolaan B an tuan  B encana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2008 Nomor 43,
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

11. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 23 T ahun  2008 ten tang  Peran
S erta  Lem baga In ternasional dan  Lem baga Asing Non 
Pem erin tah  dalam  Penanggulangan B encana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2008 Nomor 44,
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

12. P e ra tu ran  Presiden Nomor 8 T ahun  2008 ten tang  B adan 
N asonal Penanggulangan Bencana;

13. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 13 T ahun  2006
ten tan g  Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah, 
sebagaim ana telah d iubah  dengan P e ra tu ran  Menteri
Dalam  Negeri Nomor 21 T ahun  2011 ten tang  Perubahan  
K edua a ta s  P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 13 
T ahun  2006 ten tang  Pedom an Pengelolaan K euangan 
D aerah;

14. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 46 T ahun  2008 
ten tan g  Pedom an O rganisasi dan  T ata Kerja B adan 
Penanggulangan B encana D aerah;

15. P e ra tu ran  Kepala B adan Nasional Penanggulangan 
B encana Nomor 3 T ahun  2008 ten tang  Pem bentukan 
B adan Penanggulangan B encana D aerah;

16. P e ra tu ran  Kepala B adan Nasional Penanggulangan 
B encana Nomor 4 T ahun  2008 ten tang  Pedom an 
P enyusunan  R encana Penanggulangan Bencana;



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 
yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Karanganyar ex-officio Kepala SKPD Pelaksana Bidang 
Penanggulangan Bencana. 

7. Instansi/Lembaga terkait adalah Instansi/Lembaga terkait 
penanggulangan bencana. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 
Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA. 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 
Tahun 2015 Ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 23); 

20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32); 

Menetapkan 

• 

17. P e ra tu ran  D aerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 11 
T ahun  2009 ten tang  Penyelenggaraan Penanggulangan 
B encana di Provinsi Jaw a  Tengah (Lem baran D aerah 
Provinsi Jaw a  Tengah T ahun  2009 Nomor 11, T am bahan  
Lem baran D aerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 26);

18. P e ra tu ran  D aerah K abupaten K aranganyar Nomor 8 
T ahun  2011 ten tang  O rganisasi dan  T ata Kerja B adan 
Penanggulangan B encan D aerah (Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2011 Nomor 8);

19. P era tu ran  D aerah K abupaten K aranganyar Nomor 23 
T ahun  2015 T entang Penyelenggaraan Penanggulangan 
B encana (Lem baran D aerah K abupaten  K aranganyar 
T ahun  2015 Nomor 23, T am bahan  Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 23);

20. P e ra tu ran  B upati K aranganyar Nomor 32 T ahun  2011 
ten tan g  Tugas Pokok dan  Fungsi B adan Penanggulangan 
B encana D aerah K abupaten  K aranganyar (Berita D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :
1. D aerah  adalah  K abupaten  K aranganyar.
2. Pem erin tah  D aerah adalah  B upati dan  Perangkat D aerah 

sebagai u n su r  penyelenggara pem erin tahan  D aerah.
3. B upati adalah  B upati K aranganyar.
4. P era tu ran  B upati adalah  P era tu ran  B upati K aranganyar;
5. S a tu an  Kerja Perangkat D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat 

SKPD adalah  O rganisasi/L em baga pada Pem erin tah  D aerah 
yang bertanggung  jaw ab kepada B upati dalam  rangka 
penyelenggaraan pem erin tahan  di D aerah.

6. S ekretaris D aerah adalah  Sekretaris D aerah K abupaten 
K aranganyar ex-officio Kepala SKPD Pelaksana  Bidang 
Penanggulangan Bencana.

7. In stansi/L em baga  terkait adalah  Instansi/L em baga  terkait 
penanggu langan  bencana.

8. D esa adalah  k esa tu an  m asy arak a t h u k u m  yang memiliki 
b a ta s  w ilayah yang berw enang u n tu k  m engatu r dan  
m en g u ru s u ru sa n  pem erin tahan , kepentingan  m asyarakat 
se tem pat be rd asark an  p rak a rsa  m asyarakat, hak  asal usu l, 
d a n /a ta u  hak  tradisional yang diakui dan  dihorm ati dalam  
sistem  pem erin tahan  Negara K esatuan Republik Indonesia.

9. K elurahan adalah  wilayah kerja  L urah sebagai perangkat 
D aerah dalam  wilayah kerja K ecam atan.



10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat se suai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan 
masyarakat. 

11. Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa dan/ a tau 
Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk 
beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, 
serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana 
yang merugikan. 

12. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat 
PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk 
mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko 
bencana, dengan tujuan untuk mengurangi 
kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana 
dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun 
bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. 

13. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya 
disebut Forum PRB adalah wadah tempat berkumpul para 
pihak pemangku kepentingan, baik individu maupun 
lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai 
perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda PRB, 
adaptasi perubahan iklim di semua tingkatan, dan 
perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam rangka 
mendukung tercapainya ketahanan dan ketangguhan 
masyarakat dalam menghadapi bencana. 

14. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang 
dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, koperasi, atau swasta dan yang didirikan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang 
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau 
faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 
menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya 
bencana, meliputi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 
Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi. 

17. Ancaman yang selanjutnya disebut Bahaya adalah kejadian 
atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya 
korban jiwa, kerusakan aset, atau kehancuran lingkungan 
hid up. 

18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, 
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

'' 

' ' 

10. Lem baga K em asyarakatan adalah  Lembaga yang  d ib e n tu k  
oleh m a sy a ra k a t se su a i d en g an  k e b u tu h a n  dan 
m eru p ak an  m itra  Lurah dalam  m em berdayakan 
m asyarakat.

11. D esa /K elu rah an  Tangguh B encana adalah  D esa d a n /a ta u  
K elurahan yang memiliki kem am puan  m andiri u n tu k  
b erad ap tasi dan  m enghadapi potensi an cam an  bencana, 
se rta  m em ulihkan diri dengan segera dari dam pak  bencana 
yang m erugikan.

12. P engurangan  Risiko B encana yang se lan ju tnya  d isingkat 
PRB adalah  sebuah  pendekatan  sistem atis u n tu k  
m engidentifikasi, m engkaji dan  m engurangi risiko-risiko 
bencana, dengan tu ju a n  u n tu k  m engurangi 
k e ren tan an -k eren tan an  sosial ekonomi te rh ad ap  bencana  
dan  m enangani bahaya-bahaya  lingkungan m aupun  
bahaya-bahaya  lainnya yang m enim bulkan  keren tanan .

13. Forum  Pengurangan  Risiko B encana yang se lan ju tnya 
d iseb u t Forum  PRB adalah  w adah tem pat berkum pul p ara  
p ihak  pem angku kepentingan, baik individu m au p u n  
lem baga a ta u  organisasi kem asyaraka tan  yang m em punyai 
pe rh a tian  dan  kepedulian  yang sam a te rh ad ap  agenda PRB, 
ad ap tas i pe ru b ah an  iklim di sem ua tingkatan , dan  
p e ren can aan  pem bangunan  berke lan ju tan  dalam  rangka 
m endukung  tercapainya k e tah an an  dan  ketangguhan  
m asy arak a t dalam  m enghadapi bencana.

14. D unia U saha adalah  setiap  orang a ta u  badan  h u k u m  yang 
d ap a t be rb en tu k  B adan U saha Milik Negara, B adan U saha 
Milik D aerah, koperasi, a ta u  sw asta  dan  yang didirikan 
sesua i dengan k e ten tu an  P era tu ran  P erundang-undangan , 
yang m en ja lankan  jen is u sa h a  te tap  dan  te ru s  m enerus yang 
bekerja  dan  berkedudukan  dalam  wilayah Negara K esatuan 
Republik Indonesia.

15. B encana adalah  peristiw a a ta u  rangkaian  peristiw a yang 
m engancam  dan  m engganggu keh idupan  dan  penghidupan  
m asy arak a t yang d isebabkan  baik  oleh faktor alam  d a n /a ta u  
faktor non alam  m au p u n  faktor m anusia , sehingga 
m enim bulkan  korban jiwa m anusia , k e ru sak an  lingkungan, 
kerug ian  h a rta  benda, dan  dam pak  psikologis.

16. Penyelenggaraan Penanggulangan B encana adalah
serangkaian  upaya  yang m eliputi p en e tap an  kebijakan 
pem bangunan  di w ilayah yang berisiko terjadinya
bencana, m eliputi kegiatan Pencegahan dan  K esiapsiagaan, 
K edaru ra tan  dan  Logistik, serta  Rehabilitasi dan  
R ekonstruksi.

17. A ncam an yang selan ju tnya  d isebu t B ahaya adalah  kejadian 
a ta u  peristiw a yang berpotensi m enim bulkan  ja tu h n y a  
korban  jiwa, k e ru sak an  aset, a ta u  k eh an cu ran  lingkungan 
hidup.

18. K esiapsiagaan adalah  serangkaian  kegiatan yang d ilakukan  
u n tu k  m engantisipasi bencana m elalui pengorganisasian , 
se rta  m elalui langkah yang tepa t g una  dan  berdaya guna.



19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 
bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) 
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana (non struktural). 

20. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana 
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 

21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 
lembaga yang berwenang. 

22. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu 
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa 
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 
kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat. 

23. Pengkajian Risiko Bencana adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat 
ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan 
segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut. 

24. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah 
proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara 
aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, 
menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi 
risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan 
meningkatkan kemampuannya. 

25. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat 
potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi 
ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil 
pemantauan yang akurat oleh Instansi/ Lembaga terkait 
yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata 
atau dampak yang terjadi di masyarakat. 

26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi 
kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, 
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan 
prasarana. 

27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa 
merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan 
kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang 
bermakna secara epidemilogis pada suatu Daerah dalam 
kurun waktu tertentu. 

28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup 
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali 
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan 
upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

19. M itigasi adalah  serangkaian  upaya  u n tu k  m engurangi risiko 
bencana, baik m elalui pem bangunan  fisik (struktural) 
m au p u n  penyadaran  dan  pen ingkatan  kem am puan  
m enghadapi ancam an  bencana  (non struk tu ral).

20. Pencegahan B encana adalah  serangkaian  kegiatan  yang 
d ilakukan  u n tu k  m engurangi a ta u  m enghilangkan risiko 
bencana, baik m elalui pengurangan  an cam an  bencana 
m au p u n  k e ren tanan  p ihak  yang terancam  bencana.

21. Peringatan  Dini adalah  serangkaian  kegiatan  pem berian 
peringa tan  sesegera m ungkin kepada m asy arak a t ten tang  
kem ungkinan  terjadinya bencana  pada su a tu  tem pat oleh 
lem baga yang berw enang.

22. Risiko B encana adalah  potensi kerugian  yang d itim bulkan 
ak iba t bencana  pada su a tu  wilayah dan  k u ru n  w aktu 
te r ten tu  yang d ap at berupa  kem atian , luka, sakit, jiw a 
terancam , hilangnya ra sa  am an, m engungsi, k e ru sak an  a ta u  
keh ilangan  h a rta  benda dan  gangguan kegiatan  m asyarakat.

23. Pengkajian Risiko B encana adalah  kegiatan  penilaian a ta s  
kem ungkinan  kejadian dan  potensi dam pak  yang d ap at 
d itim bulkan  su a tu  ancam an  te rh ad ap  su a tu  wilayah dan  
segala se su a tu  yang berada  di w ilayah tersebu t.

24. P engurangan  Risiko B encana B erbasis M asyarakat adalah  
p roses pengelolaan risiko bencana  yang m elibatkan  secara 
ak tif m asy arak a t yang berisiko dalam  m engkaji, 
m enganalisis, m enangani, m em antau , dan  m engevaluasi 
risiko bencana u n tu k  m engurangi k e ren tan an  dan  
m eningkatkan  kem am puannya.

25. Siaga D aru ra t B encana adalah  su a tu  keadaan  te rd ap at 
potensi bencana, yang m erupakan  pen ingkatan  eskalasi 
an cam an  yang pen en tu an n y a  d idasarkan  a ta s  hasil 
p e m an tau an  yang a k u ra t oleh In stansi/L em baga  terkait 
yang berwrenang dan  juga  m em pertim bangkan kondisi nyata  
a ta u  dam pak  yang terjadi di m asyarakat.

26. Tanggap D aru ra t B encana adalah  serangkaian  kegiatan yang 
d ilakukan  dengan segera pada  sa a t kejadian  bencana  u n tu k  
m enangan i dam pak  b u ru k  yang d itim bulkan , m eliputi 
kegiatan  pencarian  dan  penyelam atan , evakuasi korban, 
h a r ta  benda, pem enuhan  k eb u tu h an  d asar, perlindungan, 
p en g u ru san  pengungsi, serta  pem ulihan  awal sa ran a  dan  
p rasa ran a .

27. Kejadian Luar B iasa yang selan ju tnya  d isingkat KLB adalah  
s ta tu s  yang d iterapkan  u n tu k  m engklasifikasikan peristiw a 
m erebaknya su a tu  w abah penyakit yang d itandai dengan 
kejadian  m eningkatnya kesak itan  a ta u  kem atian  yang 
berm akna  secara  epidemilogis pada su a tu  D aerah dalam  
k u ru n  w aktu  terten tu .

28. Pem ulihan adalah  serangkaian  kegiatan u n tu k  
m engem balikan kondisi m asy arak a t d an  lingkungan h idup  
yang terkena  bencana  dengan m em fungsikan kem bali 
kelem bagaan, p rasa ran a , dan  sa ran a  dengan m elakukan  
up ay a  Rehabilitasi dan  R ekonstruksi.



29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasar~n 
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat 
pada wilayah pascabencana. 

30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat 
pada wilayah pascabencana. 

31. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 
tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup secara lestari. 

32. Karban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang 
menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

33. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa 
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka 
waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk 
bencana. 

34. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima 
tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang 
cacat (disabilitas), dan orang lanjut usia. 

35. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik 
milik pemerintah, swasta atau pengusaha, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya 
masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain 
mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap 
suatu kegiatan atau kebijakan, baik mempunyai pengaruh 
langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan 
mereka. 

36. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 
maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, 
maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 
penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

37. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat adalah kelompok 
relawan di tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi pelopor 
atau penggerak kegiatan PRB berbasis komunitas, dan 
berperan aktif pada situasi kedaruratan bencana dan ' pa sea bencana. 

38. Organisasi Kemasyarakatan adalah lembaga yang 
mempunyai akta notaris/ akta pendirian, anggaran dasar 
disertai anggaran rumah tangga, yang memuat asas, sifat 
dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, 
sumber-sumber keuangan, mempunyai bagian-bagian atau 
seksi-seksi, dan program kegiatan. 

29. R ehabilitasi adalah  perbaikan  dan  pem ulihan  sem ua aspek  
pelayanan  publik  a tau  m asy arak a t sam pai tingkat yang 
m em adai pada  wilayah pascab en can a  dengan sa sa ran  
u ta m a  u n tu k  norm alisasi a ta u  berja lannya secara  w ajar 
sem ua  aspek  pem erin tahan  dan  keh idupan  m asyarakat 
pada  wilayah pascabencana.

30. R ekonstruksi adalah  pem bangunan  kem bali sem ua
p ra sa ra n a  dan  sa rana , kelem bagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada  tingkat pem erin tahan  m au p u n  
m asy arak a t dengan sa sa ran  u tam a  tu m b u h  dan
berkem bangnya kegiatan perekonom ian, sosial dan  budaya, 
tegaknya h u k u m  dan  ketertiban , dan  bangkitnya peran  serta  
m asy arak a t dalam  segala aspek  keh idupan  berm asyaraka t 
pada  w ilayah pascabencana.

31. Kearifan Lokal adalah  nilai-nilai lu h u r yang berlaku  dalam  
ta ta  keh idupan  m asyarakat u n tu k  m elindungi dan  
m engelola lingkungan h idup  secara  lestari.

32. Korban B encana adalah  orang a ta u  sekelom pok orang yang 
m enderita  a ta u  m eninggal d u n ia  ak ibat bencana.

33. Pengungsi adalah  orang a ta u  kelom pok orang yang terpaksa  
a ta u  d ipaksa  keluar dari tem pat tinggalnya u n tu k  jangka  
w ak tu  yang belum  pasti sebagai ak iba t dam pak  b u ru k  
bencana.

34. Kelompok R entan adalah  bayi, an ak  u s ia  dibaw ah lima 
ta h u n , an ak -an ak , ibu ham il a ta u  m enyusui, penyandang 
cacat (disabilitas), dan  orang lan ju t usia.

35. Pem angku K epentingan adalah  m asyarakat, lem baga baik 
m ilik pem erin tah , sw asta  a ta u  pengusaha , organisasi 
kem asyaraka tan , lem baga pendidikan, lem baga sw adaya 
m asy arak a t sebagai p a ra  p ihak  yang sa tu  sam a lain 
m em punyai kepentingan  a ta u p u n  kepedulian  terhadap  
su a tu  kegiatan  a tau  kebijakan, baik  m em punyai pengaruh  
langsung  m au p u n  tidak  langsung  te rh ad ap  kepentingan 
m ereka.

36. M asyarakat adalah  se lu ruh  pihak, baik  w arga negara 
m au p u n  pen d u d u k  sebagai orang perseorangan , kelompok, 
m au p u n  badan  h ukum  yang berkedudukan  sebagai 
penerim a m anfaat pelayanan publik, baik  secara  langsung 
m au p u n  tidak  langsung.

37. Kelompok Siaga B encana M asyarakat adalah  kelom pok 
relaw an di tingkat D esa /K elu rahan  yang m enjadi pelopor 
a ta u  penggerak kegiatan PRB berbasis kom unitas, dan  
berperan  aktif pada  situasi k e d a ru ra ta n  bencana, dan  
pascabencana.

38. O rganisasi K em asyarakatan  adalah  lem baga yang 
m em punyai ak ta  n o ta r is /a k ta  pendirian , anggaran  d asa r 
d iserta i anggaran  rum ah  tangga, yang m em uat asas , sifat 
dan  tu ju a n  lem baga, lingkup kegiatan, su su n a n  organisasi, 
su m ber-sum ber keuangan , m em punyai bagian-bagian a tau  
seksi-seksi, dan  program  kegiatan.



39. Kemampuan yang selanjutnya disebut Kapasitas adalah 
sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan 
yang dimiliki seseorang a tau masyarakat yang 
memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan 
mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, 
menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat 
memulihkan diri dari bencana. 

40. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, 
geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi 
suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu 
tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut 
untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan 
menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. 

41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang 
selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah proses 
musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung 
secara nasional dari bulan Januari sampai dengan bulan 
Mei setiap tahunnya di tingkat Desa. 

42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbangkel adalah proses 
musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung 
secara nasional setiap tahunnya di tingkat Kelurahan. 

43. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses di mana 
masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam 
sumber daya pembangunan, didorong untuk mandiri dan 
mengembangkan kehidupan sendiri. 

44. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses ke depan, dalam 
keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan 
disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan 
sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama 
untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik 
dalam situasi siaga, waspada, darurat, dan pemulihan. 

45. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana 
yang selanjutnya disingkat RAN PRB adalah dokumen yang 
disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah 
Indonesia terhadap Kerangka Aksi Sendai. 

46. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah. 

4 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

48. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang 
selanjutnya disingkat Renas PB adalah dokumen 
perencanaan 5 (lima) tahunan di tingkat nasional yang 
memuat program-program dan kegiatan penanggulangan 
bencana yang direncanakan oleh Pemerintah untuk 
mengurangi risiko bencana di seluruh Indonesia. 

49. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang 
selanjutnya disingkat Renakda PRB adalah rencana kegiatan 
tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu, merupakan panduan rencana-rencana kegiatan 
yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang terkait dalam 
PRB. 

39. K em am puan yang selan ju tnya  d isebu t K apasitas adalah  
sum ber daya, pengetahuan , keteram pilan , dan  k ek u atan  
yang dimiliki seseorang a ta u  m asy arak a t yang 
m em ungkinkan  m ereka u n tu k  m em pertahankan  dan  
m em persiapkan  diri, m encegah, dan  m em itigasi, 
m enanggulangi dam pak  bu ru k , a ta u  dengan cepat 
m em ulihkan  diri dari bencana.

40. K eren tanan  adalah  kondisi a ta u  k arak teris tik  biologis, 
geografis, hukum , ekonomi, politik, budaya dan  teknologi 
su a tu  m asyaraka t di su a tu  wilayah u n tu k  jan g k a  w aktu 
te r ten tu  yang m engurangi kem am puan  m asy arak a t te rsebu t 
u n tu k  m encegah, m eredam , m encapai kesiapan  dan  
m enanggapi dam pak  ancam an  a ta u  bahaya terten tu .

41. M usyaw arah P erencanaan  Pem bangunan  D esa yang 
se lan ju tnya  d isingkat M usrenbangdes adalah  proses 
m usyaw arah  perencanaan  pem bangunan  yang berlangsung 
secara  nasional dari bu lan  Ja n u a r i  sam pai dengan bu lan  
Mei setiap  tah u n n y a  di tingkat Desa.

42. M usyaw arah P erencanaan  P em bangunan  K elurahan yang 
se lan ju tnya  disingkat M usrenbangkel adalah  proses 
m usyaw arah  perencanaan  pem bangunan  yang berlangsung  
secara  nasional setiap  tah u n n y a  di tingkat K elurahan.

43. Pem berdayaan M asyarakat adalah  su a tu  proses di m ana 
m asy arak a t a ta u  m ereka yang ku rang  b e ru n tu n g  dalam  
sum ber daya pem bangunan , didorong u n tu k  m andiri dan  
m engem bangkan keh idupan  sendiri.

44. R encana Kontinjensi adalah  su a tu  proses ke depan , dalam  
k ead aan  yang tidak  m enentu , d im ana skenario  dan  tu ju an  
d isepakati, tindakan  tekn is dan  m anajerial d ite tapkan , dan  
sistem  tanggapan  dan  pengerahan  potensi d ise tu ju i bersam a 
u n tu k  m encegah, a tau  m enanggulangi secara  lebih baik 
dalam  situasi siaga, w aspada, d a ru ra t, d an  pem ulihan.

45. R encana Aksi Nasional u n tu k  Pengurangan  Risiko B encana 
yang se lan ju tnya  d isingkat RAN PRB adalah  dokum en yang 
d isu su n  sebagai ben tu k  kom itm en dari Pem erintah 
Indonesia  te rh ad ap  K erangka Aksi Sendai.

46. R encana Kerja Pem erintah yang se lan ju tnya  disingkat RKP 
ada lah  pen jabaran  ta h u n a n  dari R encana Pem bangunan  
Ja n g k a  M enengah.

47. R encana Kerja Pem bangunan  D aerah yang se lan ju tnya 
d isingkat RKPD adalah  dokum en p e ren can aan  D aerah 
u n tu k  periode 1 (satu) tah u n .

48. R encana Nasional Penanggulangan B encana yang 
se lan ju tnya  disingkat Renas PB ada lah  dokum en 
p e ren can aan  5 (lima) ta h u n a n  di tingkat nasional yang 
m em uat program -program  dan  kegiatan penanggulangan 
bencana  yang d irencanakan  oleh Pem erintah u n tu k  
m engurangi risiko bencana  di se lu ruh  Indonesia.

49. R encana Aksi D aerah Pengurangan  Risiko B encana yang 
se lan ju tnya  d isingkat R enakda PRB adalah  rencana  kegiatan 
tingkat D aerah yang d ilakukan  dalam  jan g k a  w aktu 
te rten tu , m erupakan  p an d u an  ren can a-ren can a  kegiatan 
yang d ilakukan  oleh In stansi/L em baga  yang terkait dalam  
PRB.



50. Rencana Aksi Komunitas adalah merupakan rencana tindak 
lanjut yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya 
PRB untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan, dan 
meningkatkan kapasitas. 

51 . Rencana Tindak adalah permcian dari Rencana 
Penanggulangan Bencana. 

52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana 
pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk 
tingkat Desa, yang disesuaikan dengan masa jabatan Kepala 
Desa. 

54. Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang selanjutnya 
disingkat RPBDes merupakan sebuah dokumen resmi yang 
memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada 
pada suatu Desa dalam waktu tertentu dan rencana 
Pemerintah Desa, serta para pemangku kepentingan terkait 
setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui 
program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun 
nonfisik. 

55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 
meliputi masa tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember. 

56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDes adalah anggaran yang bersumber dari 
ADD, retribusi, PADes, dan sumber lainnya yang sah. 

57. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana 
perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah yang diterima oleh Desa, dengan tujuan untuk 
memperkuat kemampuan keuangan Desa, untuk 
keleluasaan bagi Desa dalam mengelola Urusan 
Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan 
Desa, untuk mendorong terciptanya demokrasi Desa, serta 
untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam 
rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. 

58. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes 
adalah pendapatan keuangan Desa yang berasal dari hasil 
U saha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya, 
partisipasi, hasil gotong royong, dan hasil pendapatan asli 
Desa lainnya yang sah. 

.. 
50. R encana Aksi K om unitas adalah  m erupakan  ren can a  tindak  

lan ju t yang d isu su n  kom unitas sebagai bagian dari upaya 
PRB u n tu k  m eredam  ancam an , m engurangi ke ren tanan , dan  
m eningkatkan  kapasitas.

51. R encana T indak adalah  perincian  dari R encana 
Penanggulangan Bencana.

52. R encana Pem bangunan  Jan g k a  M enengah D aerah yang 
se lan ju tnya  disingkat RPJMD adalah  dokum en perencanaan  
D aerah  u n tu k  periode 5 (lima) tah u n .

53. R encana Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa yang 
se lan ju tnya  disingkat RPJMDes adalah  rencana  
pem bangunan  berjangka w aktu  5 (lima) ta h u n a n  u n tu k  
tingkat Desa, yang d isesua ikan  dengan m asa  ja b a ta n  Kepala 
Desa.

54. R encana Penanggulangan B encana D esa yang selan ju tnya  
d isingkat RPBDes m erupakan  sebuah  dokum en resm i yang 
m em uat d a ta  dan  inform asi ten tan g  risiko bencana  yang ada  
pada  su a tu  D esa dalam  w aktu  te rten tu  dan  rencana  
Pem erin tah  Desa, se rta  p a ra  pem angku kepentingan  terkait 
se tem pat u n tu k  m engurangi risiko bencana  te rseb u t m elalui 
program -program  dan kegiatan pem bangunan  fisik m au p u n  
nonfisik.

55. A nggaran P endapatan  dan  Belanja D aerah yang selan ju tnya  
d isingkat APBD adalah  rencana  keuangan  tah u n a n  
Pem erin tah  D aerah yang d ise tu ju i oleh Dewan Perwakilan 
R akyat D aerah dan  d ite tapkan  dengan P e ra tu ran  D aerah, 
m eliputi m asa  ta h u n  anggaran  m ulai dari tanggal 1 Ja n u a r i  
sam pai dengan tanggal 31 Desember.

55. A nggaran P endapatan  dan  Belanja D esa yang selan ju tnya  
d isingkat APBDes adalah  anggaran  yang bersum ber dari 
ADD, re tribusi, PADes, dan  sum ber lainnya yang sah.

57. Alokasi D ana D esa yang selan ju tnya  d isingkat ADD adalah  
d a n a  yang diberikan  kepada D esa yang berasa l dari dana  
perim bangan  keuangan  Pem erin tah  P u sa t dan  Pem erintah 
D aerah yang diterim a oleh Desa, dengan  tu ju a n  u n tu k  
m em perkuat kem am puan  keuangan  Desa, u n tu k  
ke le luasaan  bagi D esa dalam  m engelola U rusan  
Pem erin tahan , U rusan  P em bangunan  dan  K em asyarakatan  
Desa, u n tu k  m endorong terc ip tanya dem okrasi Desa, serta  
u n tu k  m eningkatkan  p en d ap a tan  dan  pem erataan  dalam  
rangka  m encapai kese jah teraan  m asyaraka t Desa.

58. P endapatan  Asli Desa yang selan ju tnya  d isingkat PADes 
adalah  p en d ap a tan  keuangan  Desa yang berasal dari hasil 
U saha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya, 
partisipasi, hasil gotong royong, dan  hasil p en d ap a tan  asli 
D esa lainnya yang sah.



Pasal 5 
Aspek-aspek yang terkandung dalam pembentukan 
Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, adalah : 
a. PRB berbasis komunitas; 
b. peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya 

masyarakat, dan organisasi mitra Pemerintah Daerah; 
c. pemaduan prakarsa dan program PRB ke dalam rencana 

pembangunan Daerah, dan Desa/ Kelurahan. 

Bagian Kedua 
Aspek dan Tujuan 

(2) Penguatan dan pelestarian lebih lanjut mengenai 
kelembagaan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana diserahkan 
kepada Desa/Kelurahan, dan menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Desa/ Kelurahan, dengan fasilitasi dari 
Pemerintah Daerah, dan Forum PRB Daerah. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang 
dibutuhkan oleh Desa/Kelurahan. 

(4) Pengembangan dan Pelestarian Penguatan Kelembagaan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), harus tercakup dalam rencana pembangunan 
Desa/ Kelurahan, baik dalam RPJMDes a tau dokumen 
perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan, serta 
RKPDes/RKP Kelurahan. 

(5) Perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui 
program atau kegiatan : 
a. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman 

dan risiko bencana di wilayahnya; 
b. pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan 

dalam penanggulangan bencana; 
c. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, 

khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok 
disabilitas; 

d. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, 
penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; 

e. pemberdayaan dan pelibatan peran aktif komunitas, 
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku 
kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana; 

f. mendorong pemaduan dan pengintegrasian perencanaan 
penanggulangan bencana di Desa ke dalam RPJMDes 
atau dokumen perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan; 

g. mendorong pelestarian dan penguatan kelembagaan 
Desa/ Kelurahan Tangguh Ben can a; 

1. PRB berbasis masyarakat atau komunitas; 
h. pemaduan prakarsa PRB berbasis komunitas ke dalam 

proses pembangunan Daerah. 

. . 
(2) P enguatan  dan  pelestarian  lebih lan ju t m engenai 

kelem bagaan D esa /K elu rahan  Tangguh B encana d iserahkan  
kepada  D esa /K elu rahan , dan  m enjadi tanggung jaw ab 
Pem erin tah  D esa /K elu rahan , dengan fasilitasi dari 
Pem erin tah  D aerah, dan  Forum  PRB D aerah.

(3) Fasilitasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) adalah  
m enyediakan sum ber daya dan  b a n tu a n  tekn is yang 
d ib u tu h k a n  oleh D esa/K elu rahan .

(4) Pengem bangan dan  Pelestarian  P enguatan  Kelem bagaan 
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  
p ad a  ayat (2), h a ru s  tercakup  dalam  ren can a  pem bangunan  
D esa /K elu rahan , baik  dalam  RPJM Des a ta u  dokum en 
p e ren can aan  sejenis di tingkat K elurahan, serta  
RKPDes/RKP K elurahan.

(5) Perw ujudan  tanggung jaw ab Pem erin tah  D aerah 
sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), d ilak san ak an  m elalui 
program  a ta u  kegiatan :
a. pem berian  inform asi dan  pengetahuan  ten tang  ancam an  

dan  risiko bencana  di w ilayahnya;
b. pendid ikan , pela tihan , dan  pen ingkatan  keteram pilan 

dalam  penanggulangan  bencana;
c. perlindungan  sosial dan  pem berian  ra sa  am an, 

k h u su sn y a  bagi kelom pok ren tan  dan  kelom pok 
disabilitas;

d. pencegahan , m itigasi, kesiapsiagaan , peringatan  dini, 
p en an g an an  d a ru ra t, rehabilitasi, dan  rekonstruksi;

e. pem berdayaan  dan  pelibatan  peran  aktif kom unitas, 
m asyarakat, organisasi kem asyaraka tan , dan  pem angku 
kepentingan  dalam  penyelenggaraan penanggulangan 
bencana;

f. m endorong pem aduan  dan  pengin tegrasian  perencanaan  
penanggu langan  bencana  di Desa ke dalam  RPJMDes 
a ta u  dokum en perencanaan  sejenis di tingkat K elurahan;

g. m endorong pelestarian  dan  penguatan  kelem bagaan 
D esa /K elu rah an  Tangguh Bencana;

i. PRB berbasis m asyarakat a ta u  kom unitas;
h. pem aduan  p rak a rsa  PRB berbasis kom unitas ke dalam  

proses pem bangunan  D aerah.

Bagian K edua 
Aspek dan  T ujuan

Pasal 5
A spek-aspek yang te rkandung  dalam  pem ben tukan
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana, adalah  :
a. PRB berbasis kom unitas;
b. pen ingkatan  peran  d u n ia  u sa h a , lem baga sw adaya 

m asyarakat, dan  organisasi m itra  Pem erintah D aerah;
c. pem ad u an  p rak a rsa  dan  program  PRB ke dalam  rencana  

p em bangunan  D aerah, dan  D esa /K elu rahan .



Pasal4 
(1) Kebijakan program pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung 
jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan 
kepada masyarakat dari ancaman bencana. 

Bagian Kesatu 
Pengembangan dan Fasilitasi 

BAB III 
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA 

Pasal 3 
(1) PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b 

merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan 
kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam menghadapi bencana. 

(2) PRB dilakukan melalui kegiatan : 
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; 
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; 
c. pengembangan Budaya Sadar Bencana, Budaya 

Keselamatan, dan Ketangguhan Daerah; 
d. peningkatan komitmen para pelaku penanggulangan 

bencana; dan 
e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan 

penanggulangan bencana. 

Pasal2 
( 1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk 

menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan 
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 
dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat 
dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. 

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi tahap 
prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. 

(3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap 
prabencana, meliputi : 
a. situasi tidak terjadi bencana; dan 
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 

(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi 
tidak terjadi bencana, meliputi : 
a. perencanaan penanggulangan bencana; 
b. PRB; 
c. pencegahan; 
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 
e. persyaratan analisis risiko bencana; 
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 
g. pendidikan dan pelatihan; dan 
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

BAB II 
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

. . . 
BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana  b e rtu ju an  u n tu k  

m enjam in  terselenggaranya p e lak san aan  penanggulangan  
secara  terencana, te rpadu , terkoordinasi, dan  m enyeluruh 
dalam  rangka  m em berikan perlindungan  kepada m asyarakat 
dari ancam an , risiko, dan  dam pak  bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan  bencana, m eliputi tah ap  
p rabencana , d a ru ra t bencana, dan  pascabencana.

(3) Penyelenggaraan penanggulangan  b en can a  pada  tah ap  
p rabencana , m eliputi :
a. s itu as i tidak  terjadi bencana; dan
b. s itu as i te rd ap a t potensi terjad inya bencana.

(4) Penyelenggaraan penanggulangan  bencana  dalam  situasi 
tidak  terjadi bencana, m eliputi :
a. p e ren can aan  penanggulangan  bencana;
b. PRB;
c. pencegahan;
d. pem aduan  dalam  p erencanaan  pem bangunan ;
e. p e rsyara tan  analisis risiko bencana;
f. p e lak san aan  dan  penegakan rencana  ta ta  ruang;
g. pendid ikan  dan  pelatihan; dan
h. p e rsy ara tan  s tan d ar tekn is penanggulangan  bencana.

Pasal 3
(1) PRB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 ayat (4) h u ru f  b 

m eru p ak an  kegiatan u n tu k  m engurangi an cam an  dan  
k e ren tan an , se rta  m en ingkatkan  kem am puan  m asyarakat 
dalam  m enghadapi bencana.

(2) PRB d ilakukan  m elalui kegiatan :
a. pengenalan  dan  p em an tau an  risiko bencana;
b. pe ren can aan  partisipa tif penanggulangan  bencana;
c. pengem bangan B udaya S adar B encana, B udaya 

K eselam atan, dan  K etangguhan D aerah;
d. pen ingkatan  kom itm en p a ra  pelaku penanggulangan 

bencana; dan
e. penerapan  upaya  fisik, non fisik, dan  pengatu ran  

penanggu langan  bencana.

BAB III
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA 

Bagian K esatu
Pengem bangan dan  Fasilitasi 

Pasal 4
(1) K ebijakan program  pem ben tukan  D esa /K elu rah an  Tangguh 

B encana m erupakan  sa lah  sa tu  perw ujudan  dari tanggung 
jaw ab  Pem erintah D aerah u n tu k  m em berikan  perlindungan  
kepada m asyaraka t dari ancam an  bencana.



Pasal8 
(1) Komponen-komponen dalam pengembangan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi: 
a. Legislasi; 
b. Perencanaan; 
c. Kelembagaan; 
d. Pendanaan; 
e. Pengembangan Kapasitas; 
f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 

Bagian Kelima 
Komponen, Strategi, dan Prinsip-prinsip Pengembangan 

Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana 

pengembangan 
pada kebijakan 
oleh Pemerintah 

( 1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran program 
Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dibahas melalui forum 
Musrenbangdes. 

(2) Kegiatan dalam rangka pengembangan, penguatan, dan 
pelestarian kelembagaan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana 
diusulkan melalui Musrenbangkel. 

(3) Pelaksanaan di tingkat Desa, pengembangan, Desa Tangguh 
Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala 
Desa yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan di atasnya. 

(4) Pelaksanaan di tingkat Kelurahan, 
Kelurahan Tangguh Bencana mengacu 
penanggulangan bencana yang ditetapkan 
Daerah. 

Pasal 7 

Bagian Keempat 
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal6 
Tujuan pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, 
adalah: 
a. melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan 

bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; 
b. meningkatkan peranserta masyarakat, khususnya kelompok 

perempuan dan kelompok disabilitas dalam pengelolaan 
sumber daya guna mengurangi risiko bencana; 

c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam 
pengelolaan sum ber daya dan pemeliharaan kearifan lokal; 

d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam 
memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB; 

e. meningkatkan kerja sama antara para pemangku 
kepentingan dalam PRB, pihak Pemerintah Daerah, dunia 
usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan 
kelornpok-kelompok lainnya yang peduli. 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

Bagian Ketiga 
T ujuan

Pasal 6
T ujuan  pengem bangan D esa /K elu rahan  Tangguh B encana, 
ad a lah  :
a. m elindungi m asyaraka t yang tinggal di kaw asan  raw an 

b ah ay a  dari dam pak-dam pak  m erugikan  bencana;
b. m en ingkatkan  p e ran se rta  m asyarakat, k h u su sn y a  kelom pok 

perem puan  dan  kelom pok disabilitas dalam  pengelolaan 
sum ber daya guna  m engurangi risiko bencana;

c. m en ingkatkan  k ap asitas  kelem bagaan m asyaraka t dalam  
pengelolaan sum ber daya dan  pem eliharaan  kearifan lokal;

d. m en ingkatkan  k ap asitas  Pem erintah D aerah dalam  
m em berikan  d ukungan  sum ber daya dan  tekn is bagi PRB;

e. m en ingkatkan  kerja sam a a n ta ra  p ara  pem angku 
kepen tingan  dalam  PRB, p ihak  Pem erin tah  D aerah, dun ia  
u sa h a , pergu ruan  tinggi, organisasi kem asyaraka tan , dan  
kelom pok-kelom pok lainnya yang peduli.

Bagian Keem pat
M ekanism e P erencanaan  dan  Penganggaran

Pasal 7
(1) M ekanism e perencanaan  dan  penganggaran  program  

D esa /K elu rah an  Tangguh B encana d ibahas m elalui forum  
M usrenbangdes.

(2) Kegiatan dalam  rangka pengem bangan, penguatan , dan  
pelestarian  kelem bagaan D esa /K elu rahan  Tangguh B encana 
d iu su lk an  m elalui M usrenbangkel.

(3) P e laksanaan  di tingkat Desa, pengem bangan, D esa Tangguh 
B encana h a ru s  d ilandasi dengan m inim al P era tu ran  Kepala 
D esa yang tidak  boleh berten tangan  dengan ke ten tu an  
P e ra tu ran  P erundang-undangan  di a tasnya.

(4) P e laksanaan  di tingkat K elurahan, pengem bangan 
K elurahan  Tangguh B encana m engacu pada  kebijakan 
penanggu langan  bencana  yang d ite tapkan  oleh Pem erintah 
D aerah.

Bagian Kelima
Kom ponen, Strategi, d an  P rinsip-prinsip  Pengem bangan 

D esa /K elu rahan  Tangguh B encana

Pasal 8
(1) K om ponen-kom ponen dalam  pengem bangan

D esa /K elu rah an  Tangguh B encana, m eliputi :
a. Legislasi;
b. Perencanaan;
c. Kelem bagaan;
d. P endanaan;
e. Pengem bangan K apasitas;
f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



Pasal9 
Strategi-strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi: 
a. pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka 

yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, 
dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kelompok 
disabilitas ke dalam program; 

(2) Komponen Legislasi dalam pengembangan Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, antara lain berupa penyusunan Peraturan Desa 
atau Keputusan Lurah yang mengatur tentang PRB, rencana 
teknis kebencanaan di tingkat Desa/Kelurahan, dan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat 
Desa/Kelurahan. 

(3) Komponen Perencanaan dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa penyusunan 
RPBDes, Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi 
Desa/Kelurahan bila menghadapi ancaman tertentu, dan 
Rencana Aksi PRB Berbasis Komunitas. 

(4) Komponen Kelembagaan dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, berupa pembentukan Forum PRB 
Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur Pemerintah 
Desa/ Kelurahan dan masyarakat, Kelompok Siaga Bencana 
Masyarakat di lingkungan Dusun atau Rukun Warga atau 
Rukun Tetangga, serta pengembangan kerja sama antar 
sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya 
PRB berbasis komunitas. 

(5) Komponen Pendanaan dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, berupa mobilisasi dana dan 
sumber daya, baik dari APBD, APBDes/ ADD, dana 
mandiri masyarakat, sektor swasta, atau pihak-pihak 
lain bila dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

(6) Komponen Pengembangan Kapasitas dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, berupa pendidikan, pelatihan, dan 
penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya 
kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan 
bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif 
sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan PRB. 

(7) Komponen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
dalam pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain 
berupa kegiatan-kegiatan mitigasi struktural, mitigasi non 
struktural, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk 
siaga darurat atau tanggap darurat, dan segala upaya PRB 
melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, 
baik yang bersifat struktural (fisik) maupun non struktural 
(non fisik). 

(2) Kom ponen Legislasi dalam  pengem bangan D esa /K elu rahan  
Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
h u ru f  a, a n ta ra  lain berupa  p en y u su n an  P era tu ran  D esa 
a ta u  K epu tusan  Lurah yang m engatu r ten tan g  PRB, rencana  
tekn is kebencanaan  di tingkat D esa /K elu rahan , dan  
penyelenggaraan penanggulangan  b en can a  di tingkat 
D esa /K elu rahan .

(3) Kom ponen Perencanaan  dalam  pengem bangan
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  
pada  ayat (1) h u ru f  b, a n ta ra  lain be ru p a  pen y u su n an  
RPBDes, R encana Mitigasi, R encana Kontinjensi 
D esa /K elu rah an  bila m enghadapi ancam an  te rten tu , dan  
R encana Aksi PRB B erbasis K om unitas.

(4) Kom ponen Kelem bagaan dalam  pengem bangan
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  
pada  ayat (1) h u ru f  c, be rupa  pem ben tukan  Forum  PRB 
D esa /K elu rah an  yang berasa l dari u n s u r  Pem erintah 
D esa /K elu rah an  dan  m asyarakat, Kelompok Siaga B encana 
M asyarakat di lingkungan D usun  a ta u  R ukun  W arga a tau  
R ukun  Tetangga, se rta  pengem bangan kerja sam a a n ta r 
sek tor dan  pem angku kepentingan  dalam  m endorong upaya 
PRB berbasis kom unitas.

(5) Kom ponen P endanaan  dalam  pengem bangan
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  
pada  ayat (1) h u ru f  d, be ru p a  m obilisasi d an a  dan  
sum ber daya, baik dari APBD, APBDes/ADD, dan a
m andiri m asyarakat, sektor sw asta, a ta u  p ihak-p ihak  
lain bila d ib u tu h k an  sesuai k e ten tu an  P e ra tu ran  Perundang- 
u ndangan .

(6) Kom ponen Pengem bangan K apasitas dalam  pengem bangan 
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1) h u ru f  e, be rupa  pendid ikan , pela tihan , dan  
penyebaran  inform asi kepada m asyarakat, k h u su sn y a  
kelom pok relaw an dan  p ara  pelaku penanggulangan 
bencana  agar memiliki kem am puan  dan  berperan  aktif 
sebagai pelaku u tam a  dalam  m elakukan  perencanaan , 
p e laksanaan , dan  evaluasi kegiatan-keg iatan  PRB.

(7) Kom ponen Penyelenggaraan Penanggulangan B encana 
dalam  pengem bangan D esa /K elu rahan  Tangguh B encana 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  f, a n ta ra  lain 
b e ru p a  keg iatan-kegiatan  m itigasi s tru k tu ra l, m itigasi non 
s tru k tu ra l, sistem  peringatan  dini, kesiapsiagaan  u n tu k  
siaga d a ru ra t a tau  tanggap d a ru ra t, dan  segala upaya  PRB 
m elalui intervensi pem bangunan  dan  program  pem ulihan, 
baik  yang bersifat s tru k tu ra l (fisik) m au p u n  non s tru k tu ra l 
(non fisik).

Pasal 9
S tra teg i-strateg i Pem erintah D aerah u n tu k  m ew ujudkan 
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana, m eliputi :
a. pe libatan  se lu ru h  lap isan  m asyarakat, te ru tam a  m ereka 

yang paling ren tan  secara  fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, 
d an  keyakinan, te rm asu k  p erha tian  k h u su s  pada  upaya 
p en g aru su tam aan  gender dan  pem berdayaan kelom pok 
d isab ilitas ke dalam  program ;



Pasal 10 
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Bencana adalah urusan bersama; 
b. berbasis PRB; 
c. pemenuhan hak masyarakat; 
d. Masyarakat menjadi pelaku utama; 
e. dilakukan secara partisipatoris; 
f. mobilisasi sumber daya lokal; 
g. inklusif atau pelibatan semua pihak, dengan 

mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai 
kelompok di dalam maupun di luar Desa/Kelurahan sebagai 
bagian dari jaringan sosial komunitas Desa/ Kelurahan yang 
berdasarkan solidaritas dan kerelawanan; 

h. berlandaskan kemanusiaan; 
1. keadilan, kesetaraan gender, dan kelompok disabilitas; 
J. keberpihakan pada kelompok rentan; 
k. transparansi dan akuntabilitas; 
1. kemitraan; 
m. multi ancaman; 
n. otonomi dan desentralisasi pemerintahan; 
o. pemaduan ke dalam pembangunan Daerah keberlanjutan; 
p. diselenggarakan secara lintas sektor. 
q. pemberdayaan kelompok disabilitas. 

b. penekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan 
sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal 
yang seminimal mungkin; 

c. membangun sinergi program dengan seluruh pelaku yang 
terdapat di lingkungan Desa/Kelurahan, antara lain 
Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Desa/Lembaga 
Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, 
lembaga adat Desa, segenap pemangku kepentingan dan 
akademisi, untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan 
masyarakat Desa/ Kelurahan; 

d. memberikan dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, 
sumber daya dan bantuan teknis sesuai kebutuhan dan 
apabila dikehendaki oleh masyarakat; 

e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
terhadap potensi ancaman di Desa/ Kelurahan, serta 
kerentanan masyarakat; 

f. melaksanakan upaya pengurangan kerentanan masyarakat 
Desa/Kelurahan untuk mengurangi risiko bencana; 

g. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan 
beradaptasi dengan risiko bencana; 

h. menerapkan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai 
dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, pencegahan, 
mitigasi, pengurangan risiko, peringatan dini, dan transfer 
risiko; 

1. mendorong upaya-upaya PRB ke dalam perencanaan 
pembangunan demi keberlanjutan proses pembangunan di 
Daerah; 

J. mendorong pengarusutamaan PRB Daerah ke dalam 
perencanaan program dan kegiatan Lembaga/lnstitusi sosial 
Desa/Kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di 
tingkat masyarakat. 

b. p enekanan  k h u su s  pada penggunaan  dan  pem anfaatan  
sum ber daya m andiri se tem pat dengan fasilitasi eksternal 
yang sem inim al m ungkin;

c. m em bangun sinergi program  dengan se lu ru h  pelaku yang 
te rd ap a t di lingkungan D esa /K elu rahan , a n ta ra  lain 
Pem erin tah  D esa /K elu rahan , Lem baga D esa/L em baga 
K em asyarakatan , organisasi kem asyaraka tan , d u n ia  u sah a , 
lem baga ad a t Desa, segenap pem angku  kepentingan  dan  
akadem isi, u n tu k  berpartis ipasi ak tif dalam  m em berdayakan 
m asy arak a t D esa/K elu rahan ;

d. m em berikan  d ukungan  dalam  ben tu k  kom itm en kebijakan, 
sum ber daya dan  b a n tu a n  tekn is sesuai k e b u tu h a n  dan  
apab ila  d ikehendaki oleh m asyarakat;

e. m en ingkatkan  pengetahuan  dan  k esad aran  m asyarakat 
te rh ad ap  potensi ancam an  di D esa /K elu rahan , serta  
k e ren tan an  m asyarakat;

f. m elaksanakan  upaya pengurangan  k e ren tan an  m asyarakat 
D esa /K elu rah an  u n tu k  m engurangi risiko bencana;

g. m en ingkatkan  k ap asitas  m asyaraka t u n tu k  m engurangi dan  
b erad ap tasi dengan risiko bencana;

h. m enerapkan  kese lu ru h an  rangkaian  m anajem en risiko m ulai 
dari identifikasi risiko, pengkajian  risiko, pencegahan, 
m itigasi, pengurangan  risiko, peringatan  dini, dan  transfer 
risiko;

i. m endorong upaya-upaya  PRB ke dalam  perencanaan  
pem bangunan  demi keberlan ju tan  proses pem bangunan  di 
D aerah;

j. m endorong p en g aru su tam aan  PRB D aerah  ke dalam  
p e ren can aan  program  dan  kegiatan L em baga/Institu si sosial 
D esa /K elu rahan , sehingga PRB menjiwai se lu ru h  kegiatan di 
tingkat m asyarakat.

Pasal 10
Program  D esa /K elu rahan  Tangguh B encana d ikem bangkan
b e rd a sa rk an  p rinsip -prinsip  sebagai beriku t :
a. B encana adalah  u ru sa n  bersam a;
b. be rbasis  PRB;
c. p em enuhan  hak  m asyarakat;
d. M asyarakat m enjadi pelaku u tam a;
e. d ilakukan  secara  partisipatoris;
f. m obilisasi sum ber daya lokal;
g. ink lusif a ta u  pelibatan  sem ua pihak , dengan 

m engakom odasi sum ber-sum ber daya dari berbagai 
kelom pok di dalam  m au p u n  di lu a r D esa /K elu rah an  sebagai 
bagian  dari ja ringan  sosial kom un itas D esa /K elu rahan  yang 
b e rd asa rk an  so lidaritas dan  kerelaw anan;

h. be rlan d ask an  kem anusiaan ;
i. keadilan , k ese ta raan  gender, dan  kelom pok disabilitas;
j. k eberp ihakan  pada  kelom pok ren tan ;
k. tra n sp a ra n s i dan  akun tab ilitas;
l. kem itraan ;
m. m ulti ancam an;
n. otonom i dan  desen tra lisasi pem erin tahan ;
o. pem aduan  ke dalam  pem bangunan  D aerah keberlan ju tan ;
p. d iselenggarakan secara  lin tas sektor.
q. pem berdayaan  kelom pok disabilitas.



Pasal 11 
( 1) Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana juga mengacu 

pada Kerangka Masyarakat Tangguh Internasional yang 
dibangun dan dikembangkan berlandaskan Kerangka Aksi 
Sendai Tahun 2015-2030; 

(2) Kerangka Aksi Sendai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengandung aspek-aspek, yaitu : 
a. tata kelola; 
b. pengkajian risiko; 
c. peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan; 
d. manajemen risiko; 
e. pengurangan kerentanan; 
f. kesiapsiagaan; 
g. tanggap bencana. 

(3) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi 3 (tiga) 
kriteria utama, yaitu : 
a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama; 
b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya; dan 
c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama. 

(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa 
indikator yang tercantum dalam 60 (enam puluh) 
pertanyaan kuesioner pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(5) Tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditentukan melalui skoring, dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60); 
b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50); 
c. Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Pratama 

(skor 20-35). 
(6) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah tingkat tertinggi 
yang dapat dicapai oleh sebuah Desa/Kelurahan yang 
berpartisipasi dalam Program Desa/ Kelurahan Tangguh 
Bencana. 

(7) Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Utama dicirikan dengan : 
a. adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam 

bentuk Peraturan Desa untuk Desa atau perangkat 
hukum setingkat di lingkup Kelurahan; 

b. adanya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana 
yang telah dipadukan dalam RPJMDes atau perencanaan 
sejenis di tingkat Kelurahan yang dirinci ke dalam 
RKPDes/RKP Kelurahan; 

c. adanya Forum PRB Desa/ Kelurahan yang beranggotakan 
wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan, 
kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan wakil 
Pemerintah Desa/ Kelurahan, yang berfungsi dengan 
aktif; 

d. adanya Kelompok Siaga Bencana Masyarakat yang 
secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan 
kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan 
bagi para anggotanya, dan masyarakat pada umumnya; 

Bagian Keenam 
Kriteria dan Ciri-ciri Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

Bagian Keenam
Kriteria dan  Ciri-ciri D esa /K elu rahan  Tangguh B encana

Pasal 11
(1) Program  D esa /K elu rahan  Tangguh B encana ju g a  m engacu 

pad a  K erangka M asyarakat Tangguh In ternasional yang 
d ibangun  dan  d ikem bangkan berlan d ask an  Kerangka Aksi 
Sendai T ahun  2015-2030;

(2) K erangka Aksi Sendai sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
m engandung  aspek-aspek , ya itu  :
a. ta ta  kelola;
b. pengkajian  risiko;
c. pen ingkatan  pengetahuan  dan  pendid ikan  kebencanaan;
d. m anajem en risiko;
e. pengurangan  keren tanan ;
f. kesiapsiagaan;
g. tanggap bencana.

(3) D esa /K elu rah an  Tangguh B encana dibagi m enjadi 3 (tiga) 
k rite ria  u tam a , ya itu  :
a. D esa /K elu rahan  Tangguh B encana Utam a;
b. D esa /K elu rahan  Tangguh B encana Madya; dan
c. D esa /K elu rah an  Tangguh B encana Pratam a.

(4) Kriteria u tam a  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3), 
d ite tapkan  be rd asa rk an  tingkat pencapaian  a ta s  beberapa 
ind ikato r yang te rcan tu m  dalam  60 (enam  puluh) 
p e rtan y aan  kuesioner pada  Lam piran P era tu ran  B upati ini.

(5) T ingkat pencapaian  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) 
d iten tu k an  m elalui skoring, dengan kriteria  sebagai beriku t :
a. D esa /K elu rahan  Tangguh B encana U tam a (skor 51-60);
b. D esa /K elu rah an  Tangguh B encana M adya (skor 36-50);
c. D esa /K elu rahan  Tangguh B encana P ratam a 

(skor 20-35).
(6) D esa /K elu rah an  Tangguh B encana U tam a sebagaim ana 

d im aksud  pada ayat (3) h u ru f  a, adalah  tingkat tertinggi 
yang d ap a t d icapai oleh sebuah  D esa /K elu rahan  yang 
berpartis ipasi dalam  Program  D esa /K elu rahan  Tangguh 
B encana.

(7) D esa /K elu rah an  Tangguh B encana U tam a dicirikan dengan :
a. adanya  kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam  

b en tu k  P era tu ran  D esa u n tu k  D esa a ta u  perangkat 
h u k u m  setingkat di lingkup K elurahan;

b. adanya  D okum en P erencanaan  Penanggulangan B encana 
yang telah  d ipadukan  dalam  RPJMDes a ta u  perencanaan  
sejenis di tingkat K elurahan yang dirinci ke dalam  
RKPDes/RKP K elurahan;

c. adanya  Forum  PRB D esa /K elu rahan  yang beranggotakan 
wakil-wakil m asyarakat, te rm asu k  kelom pok perem puan , 
kelom pok d isabilitas, kelom pok ren tan , dan  wakil 
Pem erin tah  D esa /K elu rahan , yang berfungsi dengan 
aktif;

d. adanya  Kelompok Siaga B encana M asyarakat yang 
secara  ru tin  terlibat aktif dalam  kegiatan pen ingkatan  
kapasitas , pengetahuan , dan  pendid ikan  kebencanaan  
bagi p a ra  anggotanya, dan  m asy arak a t pada  um um nya;



e. adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan 
pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan 
kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
ekonomi produktif sebagai alternatif untuk mengurangi 
kerentanan; 

f. adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan 
kapasitas kesiapsiagaan, serta tanggap bencana. 

(8) Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Madya dicirikan dengan : 
a. adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan; 
b. adanya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana 

yang telah tersusun tetapi belum terpadukan dalam 
RPJMDes atau perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan 
dan bahan yang selanjutnya dirinci ke dalam instrumen 
perencanaan Desa/ Kelurahan; 

c. adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil 
masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok 
disabilitas, kelompok rentan, dan wakil Pemerintah 
Desa/Kelurahan, tetapi belum berfungsi penuh dan 
aktif; 

d. adanya Kelompok Siaga Bencana Masyarakat yang 
terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, 
pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para 
anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, tetapi 
belum berjalan secara rutin atau tidak terlalu aktif; 

e. adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian 
risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, 
termasuk kegitan-kegitan ekonomi produktif sebagai 
alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum 
teruji penerapannya; 

f. adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas 
kesiapsiagaan, serta tanggap bencana yang belum teruji 
penerapannya atau belum dilaksanakan secara 
sistematis. 

(9) Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Pratama dicirikan 
dengan: 
a. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan 

PRB; 
b. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun Dokumen 

Perencanaan Penanggulangan Bencana; 
c. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum 

PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, 
termasuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, 
kelompok rentan, dan wakil Pemerintah 
Desa/Kelurahan; 

d. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Kelompok 
Siaga Bencana Masyarakat; 

e. adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan 
pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan 
kerentanan; 

f. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan 
kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. 

e. adanya  upaya-upaya sistem atis u n tu k  m engadakan  
pengkajian  risiko, m anajem en risiko, dan  pengurangan  
k eren tan an , te rm asu k  keg iatan-keg iatan  pem berdayaan 
ekonom i produktif sebagai a lte rna tif u n tu k  m engurangi 
keren tanan ;

f. adanya  upaya-upaya  sistem atis u n tu k  m eningkatkan  
k ap asitas  kesiapsiagaan, se rta  tanggap bencana.

(8) D esa /K elu rah an  Tangguh B encana M adya dicirikan dengan :
a. adanya  kebijakan PRB yang tengah  dikem bangkan;
b. adanya  D okum en P erencanaan  Penanggulangan B encana 

yang telah te rsu su n  tetapi belum  te rp ad u k an  dalam  
RPJMDes a ta u  perencanaan  sejenis di tingkat K elurahan 
dan  b ah an  yang se lan ju tnya  dirinci ke dalam  instrum en  
p e ren can aan  D esa/K elu rahan ;

c. adanya  Forum  PRB yang beranggotakan  wakil-wakil 
m asyarakat, te rm asu k  kelom pok perem puan , kelom pok 
disabilitas, kelom pok ren tan , dan  wakil Pem erintah 
D esa /K elu rahan , tetap i belum  berfungsi penuh  dan  
aktif;

d. adanya  Kelompok Siaga B encana M asyarakat yang 
terlibat dalam  kegiatan pen ingkatan  kapasitas , 
pengetahuan , dan  pendid ikan  kebencanaan  bagi p a ra  
anggotanya, dan  m asy arak a t pada  um um nya, tetapi 
belum  berjalan  secara  ru tin  a ta u  tidak  terlalu  aktif;

e. adanya  upaya-upaya  u n tu k  m engadakan  pengkajian 
risiko, m anajem en risiko, dan  pengurangan  keren tanan , 
te rm asu k  kegitan-kegitan ekonom i p roduk tif sebagai 
a lte rna tif u n tu k  m engurangi k e ren tan an , tetap i belum  
teruji penerapannya;

f. adanya  upaya-upaya  u n tu k  m eningkatkan  kapasitas 
kesiapsiagaan , se rta  tanggap bencana  yang belum  teruji 
p enerapannya  a ta u  belum  d ilak sanakan  secara  
sistem atis.

(9) D esa /K elu rah an  Tangguh B encana P ra tam a dicirikan
dengan  :
a. ad an y a  upaya-upaya  awal u n tu k  m enyusun  kebijakan 

PRB;
b. adanya  upaya-upaya  awal u n tu k  m enyusun  Dokum en 

P erencanaan  Penanggulangan B encana;
c. adanya  upaya-upaya  awal u n tu k  m em bentuk  Forum  

PRB yang beranggotakan wakil-wakil m asyarakat, 
te rm asu k  kelom pok perem puan , kelom pok disabilitas, 
kelom pok ren tan , dan  wakil Pem erintah 
D esa /K elu rahan ;

d. adanya  upaya-upaya  awal u n tu k  m em ben tuk  Kelompok 
Siaga B encana M asyarakat;

e. adanya  upaya-upaya  awal u n tu k  m engadakan  
pengkajian  risiko, m anajem en risiko, d an  pengurangan  
keren tanan ;

f. adanya  upaya-upaya  awal u n tu k  m eningkatkan  
k ap asitas  kesiapsiagaan  se rta  tanggap bencana.



Pasal 13 
(1) Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya kepada 

lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, 
dunia usaha, dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi 
aktif dalam PRB, termasuk dalam pengembangan 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan prakarsa-prakarsa 
serupa lainnya. 

(2) Partisipasi aktif dalam pengembangan Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bersifat stimulan dan merangsang peran serta aktif 
masyarakat, dan Pemerintah Desa/Kelurahan. 

(3) Keterlibatan aktif masyarakat dapat melalui peran sebagai 
inisiator, perencana, pelaksana program atau tergabung 
dalam Kelompok Siaga Bencana Masyarakat, dan Forum 
PRB Desa/ Kelurahan. 

(4) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
Desa/Kelurahan, perlu menjamin adanya partisipasi dan 
keterwakilan kepentingan kelompok perempuan, kelompok 
rentan, kelompok clisabilitas, clan kelompok yang kurang 
beruntung dalam proses pembangunan, agar dapat turut 
berproses dalam pengambilan keputusan. 

(5) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
Desa/Kelurahan, perlu membangun jejaririg dengan 
forum-forum sejenis di tingkat Kecamatan maupun Daerah 
untuk membangun koordinasi clan solidaritas yang luas. 

BABV 
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN NON PEMERINTAH 

DAN MASYARAKAT 

Bencana. 

Bencana 
daya, dan 

program 

( 1) SKPD Pelaksana Bi dang Penanggulangan Bencana berperan 
aktif dalam mendorong dan memfasilitasi Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana untuk merencanakan dan melaksanakan 
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. 

(2) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan 
memberikan bantuan teknis, dukungan sumber 
pemantauan dalam rangka pengembangan 
Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. 

(3) Pemerintah Kecamatan wajib membantu SKPD Pelaksana 
Bidang Penanggulangan Bencana dalam memantau 
pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, 
memfasilitasi dan/ a tau turut memberikan bantuan teknis 
dan dukungan sumber daya bagi keberhasilan pelaksanaan 
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. 

(4) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana 
mengkoordinasikan kegiatan dan mekanisme pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan Program Desa/ Kelurahan Tangguh 

Pasal 12 

BAB IV 
PERAN SKPD PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA 

DAN PEMERINTAH KECAMATAN 

BAB IV
PERAN SKPD PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA 

DAN PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 12
(1) SKPD Pelaksana  B idang Penanggulangan B encana berperan  

ak tif dalam  m endorong dan  m em fasilitasi D esa /K elu rahan  
Tangguh B encana u n tu k  m erencanakan  dan  m elaksanakan  
Program  D esa /K elu rahan  Tangguh Bencana.

(2) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan B encana 
m em berikan b a n tu a n  teknis, d u k u n g an  sum ber daya, dan  
p em an tau an  dalam  rangka  pengem bangan program  
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana.

(3) Pem erin tah  K ecam atan wajib m em ban tu  SKPD Pelaksana 
B idang Penanggulangan B encana dalam  m em an tau  
p e lak san aan  program  D esa /K elu rahan  Tangguh B encana, 
m em fasilitasi d a n /a ta u  tu ru t  m em berikan b a n tu a n  teknis 
dan  du k u n g an  sum ber daya bagi keberhasilan  pe laksanaan  
Program  D esa /K elu rahan  Tangguh B encana.

(4) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan B encana 
m engkoord inasikan  kegiatan dan  m ekanism e pem an tauan , 
evaluasi dan  pelaporan  Program  D esa /K elu rahan  Tangguh 
B encana.

BAB V
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN NON PEMERINTAH 

DAN MASYARAKAT

Pasal 13
(1) Pem erin tah  m em buka peluang sebesar-besarnya  kepada 

lem baga pergu ruan  tinggi, o rganisasi kem asyaraka tan , 
d u n ia  u sa h a , dan  p ihak-p ihak  lainnya u n tu k  berpartisipasi 
ak tif dalam  PRB, te rm asu k  dalam  pengem bangan 
D esa /K elu rah an  Tangguh B encana, dan  p rak a rsa -p rak a rsa  
se ru p a  lainnya.

(2) P artis ipasi aktif dalam  pengem bangan D esa /K elu rahan  
Tangguh B encana sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), 
bersifat stim ulan  dan  m erangsang  peran  se rta  aktif 
m asyarakat, dan  Pem erintah D esa /K elu rahan .

(3) K eterlibatan ak tif m asyarakat d ap a t m elalui peran  sebagai 
in isiator, perencana, pe laksana  program  a ta u  tergabung 
dalam  Kelompok Siaga B encana M asyarakat, dan  Forum  
PRB D esa /K elu rahan .

(4) Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
D esa /K elu rahan , perlu  m enjam in adanya partisipasi dan  
keterw akilan kepentingan  kelom pok perem puan , kelom pok 
ren tan , kelom pok d isabilitas, dan  kelom pok yang ku rang  
b e ru n tu n g  dalam  proses pem bangunan , agar d ap a t tu ru t 
berproses dalam  pengam bilan kep u tu san .

(5) Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
D esa /K elu rahan , perlu  m em bangun  jejaring  dengan 
forum -forum  sejenis di tingkat K ecam atan m au p u n  D aerah 
u n tu k  m em bangun koordinasi dan  so lidaritas yang luas.



Pasal 15 
(1) Kegiatan Pengkajian Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf a, meliputi : 
a. Pengkajian ancaman; 
b. Pengkajian kerentanan; 
c. Pengkajian kapasitas/kemampuan. 

(2) Sub kegiatan Pengkajian Ancaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, berupa upaya untuk menilai atau 
mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari 
ancaman-ancaman yang terdapat di Desa/Kelurahan, 
sehingga menghasilkan informasi yang berkaitan dengan 
jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik, intensitas, 
frekwensi, durasi, probabilitas ancaman, gejala-gejala 
khusus, atau peringatan dini yang dipersiapkan sebelum 
potensi terjadinya bencana. 

(3) Sub kegiatan Pengkajian Kerentanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menilai atau 
mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi 
kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi 
dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi 
ancaman, dengan hasil berupa informasi tentang 
kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal 
fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari warga 
masyarakat yang terpapar ancaman, yang bila bertemu 
dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, 
kerusakan harta benda, dan kerugian-kerugian lainnya. 

Pasal 14 
Kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana, meli pu ti : 
a. Pengkajian risiko; 
b. Penyusunan Rencana Teknis Kebencanaan di tingkat 

Desa/Kelurahan, meliputi RPBDes, Rencana Mitigasi, dan 
Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan; 

c. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan 
Forum PRB Desa/ Kelurahan; 

d. Peningkatan kapasitas warga dan Perangkat 
Desa/ Kelurahan dalam penanggulangan bencana; 

e. Pemaduan PRB ke dalam dokumen perencanaan 
Desa/ Kelurahan, dan legalisasinya; 

f. Penyusunan Rencana Aksi PRB Berbasis Komunitas; 
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat 

Desa/ Kelurahan. 
h. Pelaksanaan PRB secara berkelanjutan. 

BAB VI 
KEGIATAN-KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN 

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA 

cr
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BAB VI
KEGIATAN-KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN 

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 14
K egiatan-kegiatan dalam  m engem bangkan D esa /K elu rahan
T angguh B encana, m eliputi :

Pengkajian risiko;
P eny u su n an  R encana Teknis K ebencanaan di tingkat 
D esa /K elu rahan , m eliputi RPBDes, R encana Mitigasi, dan  
R encana K ontinjensi D esa /K elu rahan ;

c. P em ben tukan  Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  
Forum  PRB D esa/K elu rahan ;

d. Pen ingkatan  k ap asitas  w arga dan  Perangkat 
D esa /K elu rah an  dalam  penanggulangan  bencana;

e. P em aduan  PRB ke dalam  dokum en perencanaan  
D esa /K elu rahan , dan  legalisasinya;

f. P en y u su n an  R encana Aksi PRB B erbasis K om unitas;
g. P em an tauan , evaluasi, dan  pelaporan  program  di tingkat 

D esa /K elu rahan .
h. P e laksanaan  PRB secara  berkelan ju tan .

Pasal 15
(1) Kegiatan Pengkajian Risiko sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 14 h u ru f  a, m eliputi :
a. Pengkajian ancam an;
b. Pengkajian keren tanan ;
c. Pengkajian k a p asita s /k em am p u an .

(2) Sub kegiatan  Pengkajian A ncam an sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1) h u ru f  a, be ru p a  upaya  u n tu k  m enilai a ta u  
m engkaji b en tu k -b en tu k  dan  k arak teristik  tekn is dari 
an cam an -an cam an  yang te rd ap a t di D esa /K elu rahan , 
sehingga m enghasilkan  inform asi yang berka itan  dengan 
jen is-jen is ancam an  yang ada, lokasi spesifik, in tensitas, 
frekwensi, du rasi, p robabilitas ancam an , gejala-gejala 
k h u su s , a ta u  peringatan  dini yang d ipersiapkan  sebelum  
potensi terjad inya bencana.

(3) Sub kegiatan Pengkajian K eren tanan  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  b, be ru p a  m enilai a tau  
m engkaji kondisi-kondisi yang d ap a t m engurangi 
kem am puan  m asyaraka t u n tu k  m encegah, m engurangi 
dam pak , dan  m em persiapkan  diri u n tu k  m enghadapi 
ancam an , dengan hasil b e ru p a  inform asi ten tang  
kondisi-kondisi yang k u rang  m engun tungkan  dalam  hal 
fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan  lingkungan dari warga 
m asy arak a t yang te rp ap ar ancam an , yang bila bertem u 
dengan ancam an  d ap a t m enim bulkan  korban jiwa, 
k e ru sak a n  h a rta  benda, dan  kerug ian-kerugian  lainnya.



Pasal 16 
(1) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Kebencanaan di 

tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pas al 14 h uruf b, adalah : 
a. menyusun RPBDes sebagai rencana umum dan 

menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang 
kerja kebencanaan, pada tahap prabencana dalam 
situasi tidak terjadi bencana; 

b. menyusun Rencana Mitigasi Bencana Desa sebagai 
rencana yang berisi upaya-upaya pencegahan dan 
mitigasi bencana tertentu pada tahap prabencana dalam 
si tuasi tidak terj adi bencana un tuk mengurangi risiko 
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 
penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana; 

c. menyusun Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan atau 
dapat disebut sebagai Rencana Kesiapsiagaan sebagai 
rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang 
didasarkan atas skenario menghadapi 1 (satu) jenis 
bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi 
terdapat potensi bencana, meliputi pengenalan dan 
pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang 
kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak 
bencana, pilihan tindakan PRB, penentuan mekanisme 
kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan 
alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang 
tersedia untuk mobilisasi sumber daya sektor dalam 
lingkungan Desa/ Kelurahan. 

(2) Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat dan diberlakukan 
dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut : 
a. rencana tindakan sesegera jika terjadi krisis atau 

bencana; 
b. identifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta 

dampaknya bagi masyarakat; 
c. membangun kesepakatan bersama untuk membagi 

tanggung jawab dalam menghadapi kejadian bencana; 
d. memuat keputusan tentang mobilisasi sumber daya 

yang akan dilakukan; 

(4) Sub kegiatan Pengkajian Kapasitas/Kemampuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa 
mengidentifikasi status kemampuan komunitas dan sumber 
daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan 
masyarakat, atau identifikasi status kemampuan komunitas, 
dan sumber daya di setiap sektor sosial, sektor ekonomi, 
sektor keuangan, sektor fisik, dan sektor lingkungan yang 
dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi 
kerentanan dan risiko bencana, untuk mengatasi dampak 
bencana, mencegah kejadian bencana, dan segera pulih dari 
bencana. 

(4) Sub kegiatan Pengkajian K apasitas/K em am puan  
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  c, berupa  
m engidentifikasi s ta tu s  kem am puan  kom unitas dan  sum ber 
daya yang ada  pada  setiap  individu, ru m ah  tangga, dan  
m asyarakat, a ta u  identifikasi s ta tu s  kem am puan  kom unitas, 
dan  sum ber daya di setiap  sektor sosial, sektor ekonomi, 
sektor keuangan , sektor fisik, dan  sektor lingkungan yang 
d ap a t d ioptim alkan dan  dim obilisasikan u n tu k  m engurangi 
k e ren tan an  dan  risiko bencana, u n tu k  m engatasi dam pak 
bencana, m encegah kejadian bencana, dan  segera pulih  dari 
bencana.

Pasal 16
(1) Kegiatan P enyusunan  R encana Teknis K ebencanaan di 

tingkat D esa /K elu rahan  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 14 h u ru f b, adalah  :
a. m enyusun  RPBDes sebagai rencana  um um  dan  

m enyelu ruh  yang m eliputi se lu ru h  ta h a p a n  a ta u  bidang 
kerja  kebencanaan , pada  tah ap  p rab en can a  dalam  
situas i tidak  terjadi bencana;

b. m eny u su n  R encana Mitigasi B encana D esa sebagai 
ren can a  yang berisi upaya-upaya  pencegahan  dan  
m itigasi bencana  te rten tu  pada  tah ap  p rab en can a  dalam  
situas i tidak terjadi bencana  u n tu k  m engurangi risiko 
bencana, baik  m elalui pem bangunan  fisik m au p u n  
penyadaran , dan  pen ingkatan  kem am puan  m enghadapi 
an cam an  bencana;

c. m enyusun  R encana K ontinjensi D esa /K elu rahan  a tau  
d ap a t d isebu t sebagai R encana K esiapsiagaan sebagai 
ren can a  u n tu k  m enghadapi keadaan  d a ru ra t yang 
d id asark an  a ta s  skenario  m enghadapi 1 (satu) jen is 
b en can a  te rten tu  pada  tah ap  p rab en can a  dalam  situasi 
te rd ap a t potensi bencana, m eliputi pengenalan  dan  
pengkajian  ancam an  bencana, pem aham an  ten tang  
k e ren tan an  m asyarakat, analisis kem ungk inan  dam pak 
bencana, pilihan tindakan  PRB, p en en tu an  m ekanism e 
kesiapan  dan  penanggulangan  dam pak  bencana, dan  
alokasi tugas, kew enangan, dan  sum ber daya yang 
tersed ia  u n tu k  m obilisasi sum ber daya sektor dalam  
lingkungan D esa/K elu rahan .

(2) R encana K ontinjensi D esa /K elu rah an  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  b, m em uat dan  d iberlakukan  
dengan m em enuhi hal-hal sebagai beriku t :
a. ren can a  tindakan  sesegera jika  terjadi krisis a tau  

bencana;
b. identifikasi kem ungkinan  kejadian bencana  beserta  

dam paknya  bagi m asyarakat;
c. m em bangun  k esepaka tan  bersam a u n tu k  m em bagi 

tanggung  jaw ab  dalam  m enghadapi kejadian  bencana;
d. m em uat k e p u tu san  ten tang  m obilisasi sum ber daya 

yang akan  d ilakukan;



Pasal 17 
(1) Kegiatan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana 

Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dimaksudkan untuk 
mendukung Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis 
Komunitas. 

(2) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok 
yang telah ada di lingkungan Desa/ Kelurahan. 

(3) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB tidak 
menjadi bagian dari struktur resmi Pemerintah 
Desa/Kelurahan, tetapi Pemerintah Desa/Kelurahan dapat 
terlibat didalamnya bersama dengan komponen masyarakat 
sipil lainnya. 

e. mengiden tifikasikan tindakan -tindakan yang harus 
diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam 
penanganan krisis atau bencana berikut sumber daya 
yang akan digunakan; 

f. hanya digunakan untuk satu jenis bencana; 
g. disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan 

Lurah, yang didasarkan pada sistem legalisasi yang 
berlaku di sistem pemerintahan Desa/Kelurahan; 

h. dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal atau 
adanya kemungkinan akan terjadi bencana. 

(3) RPBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
berlaku selama masa jabatan Kepala Desa. 

(4) Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, berlaku selama masa jabatan Kepala Desa. 

(5) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, berlaku selama masa 3 (tiga) tahun. 

(6) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun. 

(7) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), disusun bersama masyarakat, 
khususnya masyarakat di kawasan rawan bencana dengan 
mengacu pada RPB Daerah, Rencana Mitigasi Bencana 
Daerah, dan Rencana Kontinjensi Daerah. 

(8) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Peraturan Desa 
atau Keputusan Lurah, yang didasarkan pada sistem 
legalisasi yang berlaku di Sistem Pemerintahan 
Desa/Kelurahan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan di atasnya. 

(9) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memadukan dan 
mengintegrasikan Rencana Teknis Kebencanaan 
Desa/Kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dengan RPJMDes atau perencanaan sejenis di tingkat 
Kelurahan. 

e. m engidentifikasikan tin d ak an -tin d ak an  yang h a ru s  
diam bil oleh m asing-m asing p ihak  yang d ilibatkan  dalam  
p en an g an an  krisis a ta u  b en can a  b e rik u t sum ber daya 
yang akan  digunakan;

f. h an y a  d igunakan  u n tu k  sa tu  jen is  bencana;
g. d isah k an  dengan P era tu ran  Kepala D esa a ta u  K eputusan  

Lurah, yang d idasarkan  pada  sistem  legalisasi yang 
berlaku  di sistem  pem erin tahan  D esa/K elu rahan ;

h. d ilakukan  segera setelah ad a  tan d a -ta n d a  awal a ta u  
ad an y a  kem ungkinan  akan  terjad i bencana.

(3) RPBDes sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a, 
berlaku  selam a m a s a ja b a ta n  Kepala Desa.

(4) R encana Mitigasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
h u ru f  b, berlaku  selam a m a s a ja b a ta n  Kepala Desa.

(5) R encana Kontijensi D esa /K elu rah an  sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1) h u ru f  c, berlaku  selam a m asa  3 (tiga) tah u n .

(6) R encana Kontijensi D esa /K elu rah an  sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1), berlaku  selam a 3 (tiga) tah u n .

(7) R encana Teknis K ebencanaan D esa /K elu rah an  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1), d isu su n  bersam a m asyarakat, 
k h u su sn y a  m asy arak a t di kaw asan  raw an bencana  dengan 
m engacu pada  RPB D aerah, R encana Mitigasi B encana 
D aerah, dan  R encana K ontinjensi D aerah.

(8) R encana Teknis K ebencanaan D esa /K elu rah an  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1), d ite tapkan  m elalui P era tu ran  Desa 
a ta u  K epu tusan  Lurah, yang d id asark an  pada  sistem  
legalisasi yang berlaku  di Sistem  P em erin tahan  
D esa /K elu rahan , dan  tidak  berten tangan  dengan k e ten tu an  
P e ra tu ran  P erundang -undangan  di a tasnya.

(9) Pem erin tah  D esa /K elu rahan  wajib m em adukan  dan  
m engin tegrasikan  R encana Teknis K ebencanaan 
D esa /K elu rah an  m enjadi bagian yang tidak  te rp isahkan  
dengan  RPJMDes a ta u  p erencanaan  sejenis di tingkat 
K elurahan.

Pasal 17
(1) Kegiatan P em bentukan  Kelompok Siaga B encana 

M asyarakat dan  Forum  PRB D esa /K elu rah an  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f  c, d im aksudkan  u n tu k  
m endukung  Program  Pengurangan  Risiko B encana B erbasis 
K om unitas.

(2) Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
d ib en tu k  secara  k h u su s  a ta u  m engem bangkan kelom pok 
yang te lah  ada  di lingkungan D esa /K elu rahan .

(3) Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB tidak 
m enjadi bagian dari s tru k tu r  resm i Pem erintah 
D esa /K elu rahan , te tap i Pem erin tah  D esa /K elu rahan  d ap at 
terlibat d idalam nya bersam a dengan kom ponen m asyarakat 
sipil lainnya.



Pasal 18 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam 
penanggulangan bencana se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf d, dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan, 
pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, lokalatih, atau 
kegiatan sejenis, serta penyediaan peralatan dan/ atau 
perangkat-perangkat sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan 
bencana yang terjangkau. 

(4) Hal-hal yang diperhatikan dalam pembentukan Kelompok 
Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
Desa/ Kelurahan, adalah : 
a. penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan 

kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok 
rentan, dan mereka yang kurang beruntung dalam 
proses pembangunan, untuk ikut berperan serta dalam 
proses pengambilan keputusan; 

b. keterwakilan semua unsur masyarakat dalam 
kepengurusan; 

c. perlu dijamin agar kelompok atau forum memiliki 
kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya, 
dan kreatif; 

d. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup 
atau fasilitasi status hukum yang pasti, sehingga dapat 
menjalin kerja sama dan hubungan kelembagaan yang 
baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku 
kepentingan lainnya; 

e. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB 
Desa/Kelurahan perlu menyusun rencana kerja yang 
realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas 
rencana aksi masyarakat, serta sumber 
penganggarannya. 

(5) Keberadaan Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan 
prioritas pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 
atau dapat dibentuk Kelompok Siaga Bencana Masyarakat. 

(6) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat diharapkan menjadi 
kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam 
kegiatan-kegiatan kedaruratan bencana dan pemulihan 
pascabencana. 

(7) Pada saat situasi normal, Kelompok Siaga Bencana 
Masyarakat menjadi pendorong bagi upaya-upaya PRB. 

(8) Anggota Kelompok Siaga Bencana Masyarakat berasal 
dari segenap elemen masyarakat, tetapi lebih diprioritaskan 
bagi mereka yang siap sedia menjadi Relawan Bencana. 

(9) Fasilitasi pembentukan Kelompok Siaga Bencana 
Masyarakat diserahkan kepada Camat dan Kepala 
Desa/Lurah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(10) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan 
dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati 
ten tang Pedoman Pem ben tukan Forum PRB. 

(4) H al-hal yang d iperhatikan  dalam  pem ben tukan  Kelompok 
Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
D esa /K elu rahan , adalah  :
a. penting  m enghadirkan  dan  m enyuarakan  kepentingan 

kelom pok perem puan , kelom pok d isab ilitas, kelom pok 
ren tan , dan  m ereka yang ku rang  b e ru n tu n g  dalam  
proses pem bangunan , u n tu k  iku t be rperan  se rta  dalam  
proses pengam bilan kep u tu san ;

b. keterw akilan sem ua u n s u r  m asy arak a t dalam  
kepengurusan ;

c. perlu  dijam in agar kelom pok a ta u  forum  memiliki 
kelom pok kerja  yang kom pak, efektif, d ap a t dipercaya, 
dan  kreatif;

d. Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
D esa /K elu rah an  perlu  diberi kew enangan yang cukup  
a ta u  fasilitasi s ta tu s  h u k u m  yang pasti, sehingga d ap at 
m enjalin  kerja  sam a dan  h u b u n g an  kelem bagaan yang 
baik  dengan Pem erintah D esa /K elu rah an  dan  pem angku 
kepen tingan  lainnya;

e. Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  Forum  PRB 
D esa /K elu rah an  perlu  m enyusun  ren can a  kerja  yang 
rea listis  dan  d ap a t d ikerjakan, lengkap dengan prioritas 
ren can a  aksi m asyarakat, se rta  sum ber 
penganggarannya.

(5) K eberadaan Forum  PRB D esa /K elu rah an  m erupakan  
p rio ritas pem ben tukan  D esa /K elu rahan  Tangguh B encana, 
a ta u  d ap a t d iben tuk  Kelompok Siaga B encana M asyarakat.

(6) Kelompok Siaga B encana M asyarakat d ih arap k an  m enjadi
kelom pok m asyaraka t yang terlibat ak tif dalam
kegia tan-keg ia tan  k ed aru ra tan  bencana  dan  pem ulihan  
pascabencana.

(7) Pada sa a t s ituasi norm al, Kelompok Siaga B encana 
M asyarakat m enjadi pendorong bagi upaya-upaya  PRB.

(8) Anggota Kelompok Siaga B encana M asyarakat berasal 
dari segenap elem en m asyarakat, tetap i lebih d iprioritaskan  
bagi m ereka yang siap sedia m enjadi Relawan Bencana.

(9) Fasilitasi pem ben tukan  Kelompok Siaga B encana 
M asyarakat d iserahkan  kepada C am at dan  Kepala 
D esa /L u rah , dengan berpedom an pada k e ten tu an  p e ra tu ran  
p e ru n d an g -u n d an g an  yang berlaku.

(10) P em ben tukan  Forum  PRB D esa /K elu rah an  d ilaksanakan  
dengan  m em perhatikan  k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati 
ten tan g  Pedom an Pem ben tukan  Forum  PRB.

Pasal 18
Kegiatan Peningkatan  K apasitas W arga dan  A parat dalam  
penanggu langan  bencana  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 14 h u ru f  d, d ilakukan  m elalui upaya-upaya  pendidikan, 
pe la tihan , b im bingan teknis, lokakarya, lokalatih, a ta u  
keg iatan  sejenis, serta  penyediaan p era la tan  d a n /a ta u  
perangka t-perangka t sistem  peringatan  dini, dan  kesiapsiagaan  
b en can a  yang terjangkau.



Pasal 21 
(1) Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program 

di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf g, dilaksanakan di setiap tingkatan kegiatan. 

(2) Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai 
dengan kemampuan Pemerintah Daerah, sumber daya yang 
ada, kapasitas warga masyarakat, serta dapat memberikan 
bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian. 

(3) Pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah 
program-program dan kegiatan-kegiatan, telah dilaksanakan 
sesuai dengan perencanaan. 

(4) Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan 
program-program dan kegiatan-kegiatan, yang membantu 
mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan. 

(5) Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan 
pencapaian sasaran dan hasil-hasil program agar sesuai 
dengan indikator atau target yang direncanakan. 

(6) Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa 
implementasi program, setidaknya setiap 1 (satu) tahun 
sekali. 

(7) Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari 
hikmah pembelajaran dari pelaksanaan pelaporan program. 

Pasal 20 
Kegiatan PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, 
antara lain berupa simulasi, aksi kesiapsiagaan, penghijauan, 
gerakan kebersihan, pembuatan biopori, bimbingan teknis, apel 
siaga, diskusi kelompok terarah (forum discussion group), 
mekanisme peringatan dini, dan sosialisasi. 

Pasal 19 
( 1) Kegiatan Pemaduan PRB ke dalam dokumen perencanaan 

Desa/ Kelurahan, dan legalisasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf e, dengan mendorong masuknya 
aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes dan perencanaan yang 
berlaku di lingkup Kelurahan, sehingga dokumen 
perencanaan Desa/ Kelurahan mengandung pendekatan PRB 
Berbasis Komunitas. 

(2) Upaya mendorong masuknya aspek-aspek Rencana Teknis 
Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) ke dalam dokumen perencanaan 
Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Forum PRB 
Desa/ Kelurahan melalui forum 
Musrenbangdes/Musrenbangkel. 

(3) Masuknya aspek-aspek perencanaan penanggulangan 
bencana ke dalam dokumen perencanaan Desa/ Kelurahan, 
dilandasi legal formal dan penganggaran secara berimbang. 

(4) Mendorong masuknya kegiatan-kegiatan PRB berbasis 
komunitas ke dalam dokumen perencanaan Kecamatan. 

Pasal 19
(1) Kegiatan Pem aduan  PRB ke dalam  dokum en perencanaan  

D esa /K elu rahan , dan  legalisasi sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 14 h u ru f e, dengan m endorong m asuknya  
aspek -aspek  PRB ke dalam  RPJM Des dan  p erencanaan  yang 
berlaku  di lingkup K elurahan, sehingga dokum en 
pe ren can aan  D esa /K elu rahan  m engandung  pendekatan  PRB 
B erbasis K om unitas.

(2) U paya m endorong m asuknya  aspek -aspek  R encana Teknis
K ebencanaan  D esa /K elu rahan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 16 ayat (1) ke dalam  dokum en perencanaan  
D esa /K elu rah an , d ilak sanakan  oleh Forum  PRB 
D esa /K elu rah an  m elalui forum
M usrenbangdes / M usrenbangkel.

(3) M asuknya aspek -aspek  p erencanaan  penanggulangan 
b en can a  ke dalam  dokum en p e rencanaan  D esa /K elu rahan , 
d ilandasi legal formal dan  penganggaran  secara  berim bang.

(4) M endorong m asuknya  kegiatan-keg iatan  PRB berbasis 
k om un itas  ke dalam  dokum en p e rencanaan  K ecam atan.

Pasal 20
Kegiatan PRB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 14 h u ru f f, 
a n ta ra  lain b e ru p a  sim ulasi, aksi kesiapsiagaan , penghijauan, 
gerakan  kebersihan , pem buatan  biopori, b im bingan teknis, apel 
siaga, d iskusi kelom pok te ra rah  (forum discussion group), 
m ekanism e peringatan  dini, d an  sosialisasi.

Pasal 21
(1) Kegiatan P em an tauan , Evaluasi, dan  Pelaporan Program  

di tingkat D esa /K elu rahan  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 14 h u ru f g, d ilak sanakan  di setiap tingkatan  kegiatan.

(2) Perangkat p em an tau an  dan  evaluasi perlu  d ib u a t sesuai 
dengan kem am puan  Pem erintah D aerah, sum ber daya yang 
ada, k ap asitas  w arga m asyarakat, se rta  d ap a t m em berikan 
buk ti-buk ti yang d iperlukan  u n tu k  m em beri penilaian.

(3) P em an tauan  b e rtu ju an  u n tu k  m engam ati apakah  
program -program  dan  kegiatan-kegiatan , telah  d ilak sanakan  
sesua i dengan perencanaan .

(4) P em an tau an  d ap a t be ru p a  asisten si pe laksanaan  
program -program  dan  kegiatan-kegiatan , yang m em bantu  
m engarahkan  pe laksanaannya  sesua i dengan perencanaan .

(5) Kegiatan evaluasi b e rtu ju an  u n tu k  m enilai k ese lu ruhan  
pencapaian  sa sa ran  dan  hasil-hasil program  agar sesuai 
dengan ind ikator a ta u  target yang d irencanakan .

(6) E valuasi d ap a t d ilakukan  beberapa kali dalam  m asa  
im plem entasi program , se tidaknya setiap  1 (satu) ta h u n  
sekali.

(7) Pada akh ir program  d ilakukan  evaluasi akh ir u n tu k  m encari 
h ikm ah  pem belajaran  dari p e laksanaan  pelaporan  program .



III. ASPEK KELEMBAGAAN 
Pertanyaan : 
7. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB 

Desa/ Kelurahan ? 
(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 10, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

6. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada nomor 4 dan nomor 5 yang tersusun telah dipadukan ke 
dalam Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

5. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada nomor 4 telah tersusun ? 
(Bila 'Tidak ' lanjutkan ke pertanyaan nomor 7, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

II. ASPEK PERENCANAAN 
Pertanyaan : 
4. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen 

perencanaan penanggulangan bencana, seperti Rencana Aksi PRB 
Berbasis Komunitas Desa/Kelurahan dan/ atau Rencana Kontinjensi 
Desa/Kelurahan, RPBDes? 

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 7, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

3. Apakah kebijakan PRB di tingkat Desa/Kelurahan telah dilegalkan dalam 
bentuk Peraturan Desa atau Keputusan Lurah ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

2. Apakah kebijakan PRB di tingkat Desa/Kelurahan telah tersusun secara 
konsultatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan? 
(Bila 1'idak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 4, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

I. ASPEK LEGISLASI 
Pertanyaan : 
1. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di 

tingkat Desa/ Kelurahan ? 
(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 4, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

PANDUAN PERTANYAAN/KUESIONER GUNA PENILAIAN ATAS ASPEK-ASPEK 
DAN INDIKATOR-INDIKATOR PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN 

TANGGUH BENCANA 

PEMBENTUKAN 
TANGGUH 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NO MOR 13 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PE DOMAN 
DESA/KELURAHAN 
BEN CANA. 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 13 TAHUN 2017 
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA.

PANDUAN PERTANYAAN/KUESIONER GUNA PENILAIAN ATAS ASPEK-ASPEK 
DAN INDIKATOR-INDIKATOR PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN

TANGGUH BENCANA

I. ASPEK LEGISLASI 
Pertanyaan  :
1. A pakah telah  ada  upaya-upaya  awal u n tu k  m enyusun  kebijakan PRB di 

tingkat D esa /K elu rah an  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 4, bila Y a’ lan ju tk an  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

2. A pakah keb ijakan  PRB di tingkat D esa /K elu rahan  telah te rsu su n  secara  
konsu lta tif dan  m elibatkan  se lu ruh  pem angku kepentingan  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 4, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

3. A pakah keb ijakan  PRB di tingkat D esa /K elu rahan  telah  dilegalkan dalam  
ben tu k  P e ra tu ran  D esa a ta u  K eputusan  Lurah ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

II. ASPEK PERENCANAAN 
Pertanyaan  :
4. A pakah te lah  a d a  upaya-upaya  awal u n tu k  m eny u su n  dokum en 

p e ren can aan  penanggu langan  bencana, seperti R encana Aksi PRB 
B erbasis K om unitas D esa /K elu rahan  d a n /a ta u  R encana Kontinjensi 
D esa /K elu rahan , RPBDes ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 7, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

5. A pakah dokum en p e rencanaan  penanggulangan bencana  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  nom or 4 telah  te rsu su n  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 7, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

6. A pakah dokum en perencanaan  penanggulangan  b en can a  sebagaim ana 
d im aksud  pada  nom or 4 dan  nom or 5 yang te rsu su n  telah  d ipadukan  ke 
dalam  R encana Pem bangunan  Desa a ta u  K elurahan ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

III. ASPEK KELEMBAGAAN 
Pertanyaan :
7. A pakah telah  ada  upaya-upaya  awal u n tu k  m em bentuk  Forum  PRB 

D esa /K elu rah an  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 10, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)



IV. ASPEK PENDANAAN 
Pertanyaan : 
16. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan dan 

mengalokasikan dana khusus yang akan digunakan untuk upaya tanggap 
darurat dan pemulihan awal? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 19, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

15. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan PRB yang dilakukan dengan cara 
bekerjasama dengan Desa/ Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, pihak 
swasta, organisasi sosial, dan lain-lain ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

14. Apakah sudah ada perjanjian kerja sama yang disepakati bersama 
dengan Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, dunia usaha, 
organisasi sosial, dan lain-lain ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 16, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

13. Dalam upaya PRB, apakah sudah ada pembicaraan untuk menjalin kerja 
sama dengan Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, dunia usaha, 
organisasi sosial, dan lain-lain ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 16, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

12. Apakah Tim Relawan/Kelompok Siaga Bencana Masyarakat 
Desa/ Kelurahan telah secara rutin melakukan kegiatan pelatihan, 
praktik simulasi, dan gladi respon tanggap darurat bagi para anggotanya 
dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan 
terprogram dengan baik ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

11. Apakah Tim Relawan/Kelompok Siaga Bencana Masyarakat 
Desa/Kelurahan telah terbentuk dan memiliki kelengkapan personil dan 
peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 13, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

10. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk Tim 
Relawan/Kelompok Siaga Bencana masyarakat Desa/Kelurahan yang 
terutama akan terlibat dalam tanggap darurat bencana, pascabencana, 
PRB, dan pendidikan ke bencanaan ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 13, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

8. Apakah Forum PRB Desa/Kelurahan yang beranggotakan wakil-wakil darki 
masyarakat dan pemerintah, termasuk kelompok perempuan, kelompo . 
disabilitas, dan kelompok rentan telah terbentuk dan mulai berfungsi 
walau belum terlalu aktif? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 10, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

9. Apakah Forum PRB Desa/Kelurahan yang terbentuk telah berfungsi aktif 
dengan program-program PRB yang terencana dan diimplementasikan 
dengan baik ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

8. A pakah Forum  PRB D esa /K elu rahan  yang beranggotakan  wakil-wakil d a n  
m asy arak a t dan  pem erin tah , te rm asu k  kelom pok perem puan , kelom pok 
disabilitas, d an  kelom pok ren tan  telah te rb en tu k  dan  m ulai berfungsi 
w alau  belum  terla lu  ak tif ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 10, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

9. A pakah Forum  PRB D esa /K elu rahan  yang te rb en tu k  telah  berfungsi aktif 
dengan program -program  PRB yang te ren can a  dan  d iim plem entasikan  
dengan baik  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

10. A pakah te lah  ad a  upaya-upaya  awal u n tu k  m em bentuk  Tim 
R elaw an/K elom pok Siaga B encana m asy arak a t D esa /K elu rah an  yang 
te ru tam a  ak an  terlibat dalam  tanggap d a ru ra t bencana, pascabencana, 
PRB, dan  pend id ikan  kebencanaan  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 13, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

11. A pakah Tim Relaw an/K elom pok Siaga B encana M asyarakat
D esa /K elu rah an  te lah  te rb en tu k  dan  memiliki kelengkapan personil dan  
pera la tan  yang m em adai u n tu k  m elaksanakan  tugasnya  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 13, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

12. A pakah Tim Relaw an/K elom pok Siaga B encana M asyarakat
D esa /K elu rah an  te lah  secara  ru tin  m elakukan  keg iatan  pelatihan , 
p rak tik  sim ulasi, d an  gladi respon tanggap d a ru ra t bagi p a ra  anggotanya 
dan  m asyarakat, m elalui keg iatan-kegiatan  yang te rencana  dan  
terprogram  dengan baik  ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

13. D alam  u p ay a  PRB, ap ak ah  su d ah  ada  pem bicaraan  u n tu k  m enjalin kerja 
sam a dengan  D esa /K elu rah an  lain, K ecam atan, K abupaten, d u n ia  u sah a , 
organisasi sosial, d an  lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 16, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

14. A pakah su d a h  ada  perjanjian  kerja  sam a yang d isepakati bersam a 
dengan D esa /K elu rah an  lain, K ecam atan, K abupaten, d u n ia  u sah a , 
organisasi sosial, d an  lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 16, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtan y aan  selanjutnya)

15. A pakah su d a h  ada  keg iatan-kegiatan  PRB yang d ilakukan  dengan cara  
bekerjasam a dengan D esa /K elu rahan  lain, K ecam atan, K abupaten , p ihak  
sw asta, o rgan isasi sosial, d an  lain-lain ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

IV. ASPEK PENDANAAN 
P ertanyaan  :
16. A pakah su d a h  ada  upaya-upaya  u n tu k  m engum pulkan  dan  

m engalokasikan  d a n a  k h u su s  yang akan  d igunakan  u n tu k  upaya  tanggap 
d a ru ra t dan  pem ulihan  awal ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 19, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)



25. Apakah ada upaya-upaya awal untuk memberikan pengetahuan dan 
kemampuan, kepada Tim Relawan/Siaga Bencana Desa/Kelurahan, 
tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi 
tanggap darurat, dan lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 28, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

24. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan sudah memiliki mekanisme 
pemeliharaan, pemakaian, dan pengembangan personil terlatih, 
perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, dan logistik untuk 
melaksanakan upaya PRB, situasi darurat, dan pemulihan awal 
pascabencana ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

23. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan sudah memiliki personil terlatih, 
perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, dan logistik untuk 
melaksanakan upaya PRB, situasi darurat, dan pemulihan awal 
pascabencana ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 25, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

V. ASPEK PENGEMBANGAN KAPASITAS 
Pertanyaan : 
22. Apakah ada upaya-upaya bagi Pemerintah Desa/Kelurahan untuk 

melaksanakan/mengikuti pelatihan kebencanaan bagi perangkatnya, dan 
menyediakan perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, 
logistik, dan personil untuk penanggulangan bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 25, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

21. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan anggaran 
tersebut untuk kegiatan-kegiatan PRB ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

20. Apakah sudah ada alokasi anggaran Desa/Kelurahan yang ditetapkan 
untuk kegiatan-kegiatan PRB ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 22, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

19. Apakah ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran 
Desa/Kelurahan untuk kegiatan-kegiatan Intigasi, seperti pembangunan 
tanggul sungai, penanaman pohon, pelatihan kebencanaan, penataan 
pemukiman, dan lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 22, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

17. Apakah sudah ada dana khusus yang dikumpulkan baik . dari 
masyarakat, kelompok-kelompok di Desa/Kelurahan, atau Pemenntah 
Desa/Kelurahan yang dialokasikan untuk tanggap darurat dan 
pemulihan awal, ketika terjadi bencana? . , . 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 19, bila 'Ya lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

18. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan dana khusus 
tersebut? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

17. A pakah su d a h  ad a  d an a  k h u su s  yang d ikum pulkan  baik  dari 
m asyarakat, kelom pok-kelom pok di D esa /K elu rahan , a ta u  Pem erintah 
D esa /K elu rah an  yang d ialokasikan  u n tu k  tanggap d a ru ra t dan  
pem ulihan  awal, ke tika  terjadi bencana  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 19, bila Y a’ lan ju tk an  ke 
p e rtan y aan  selanjutnya)

18. A pakah su d a h  ad a  pengelola dan  m ekanism e penggunaan  d an a  k h u su s  
te rseb u t ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

19. A pakah ad a  upaya-upaya  u n tu k  m engalokasikan  anggaran  
D esa /K elu rah an  u n tu k  keg iatan-kegiatan  Intigasi, seperti pem bangunan  
tanggul sungai, p en an am an  pohon, pe la tihan  kebencanaan , pen a taan  
pem ukim an, dan  lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 22, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

20. A pakah su d a h  ad a  alokasi anggaran  D esa /K elu rah an  yang d ite tapkan  
u n tu k  keg ia tan -keg ia tan  PRB ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 22, bila Y a’ lan ju tk an  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

21. A pakah su d a h  ad a  pengelola dan  m ekanism e penggunaan  anggaran  
te rseb u t u n tu k  keg iatan-kegiatan  PRB ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

V. ASPEK PENGEMBANGAN KAPASITAS 
Pertanyaan  :
22. A pakah ad a  u paya-upaya  bagi Pem erintah D esa /K elu rah an  u n tu k  

m elak san ak an /m en g ik u ti pe la tihan  kebencanaan  bagi perangkatnya, dan  
m enyediakan perlengkapan  dan  pera la tan , sa ra n a  dan  p rasa ran a , 
logistik, d an  personil u n tu k  penanggulangan bencana  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 25, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

23. A pakah P em erin tah  D esa /K elu rahan  su d ah  memiliki personil terlatih ,
perlengkapan  dan  pera la tan , sa ran a  dan  p rasa ran a , dan  logistik u n tu k  
m elaksanakan  u p ay a  PRB, situasi d a ru ra t, d an  pem ulihan  awal
p ascab en can a  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 25, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

24. A pakah P em erin tah  D esa /K elu rahan  su d a h  memiliki m ekanism e
pem eliharaan , pem akaian , dan  pengem bangan personil terlatih , 
perlengkapan  d an  pera la tan , sa ran a  dan  p rasa ran a , dan  logistik u n tu k  
m elak san ak an  u p ay a  PRB, s ituasi d a ru ra t, d an  pem ulihan  awal
p ascab en can a  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

25. A pakah ad a  u paya-upaya  awal u n tu k  m em berikan  pengetahuan  dan  
kem am puan , kepada  Tim R elaw an/S iaga B encana D esa /K elu rahan , 
ten tang  analisis risiko, m anajem en bencana, kesiapsiagaan , operasi 
tanggap d a ru ra t, d an  lain-lain  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 28, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)



43. Apakah ada upaya-upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang 
berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelamatan diri dan 
aset bagi masyarakat ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 46, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

42. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi evakuasi dan 
penyelamatan diri bersama warga Desa/ Kelurahan ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

41. Apakah peta-peta dan jalur evakuasi titik kumpul sudah dibuat dan 
tempat evakuasi untuk tempat pengungsian sudah ditentukan dan 
dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti Pertolongan Pertama pada 
Kecelakaan (P3K), obat-obatan, penerangan darurat, dan lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 43, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

40. Apakah sudah ada rencana untuk membuat peta rawan bencana/peta 
Risiko jalur evakuasi, dan titik kumpul yang menyediakan tempat 
evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 43, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

39. Apakah ada kegiatan-kegiatan di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan 
berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, yang kemudian berdampak 
pada berkurangnya risiko ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

38. Apakah ada dokumen hasil analisis risiko di Desa/Kelurahan yang 
dibangun berdasarkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk 
kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, penyandang cacat, ibu 
hamil, dan lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 40, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

VI. ASPEK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 
Pertanyaan: 
37. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pemetaan dan analisis 

ancaman, kerentanan, dan kapasitas Desa/Kelurahan untuk melihat 
risiko di Desa/Kelurahan? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 40, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

35. Apakah ada lebih dari 15 perempuan atau disabilita~ yang _menjadi 
anggota Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan terlibat ak~1f dalam 
kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap 
darurat? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 37, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

36. Apakah ada kelompok-kelompok perempuan di desa/kelurahan s~perti 
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma, 
Kader Posyandu, dan lain-lain, yang menyatakan diri sebagai Kelompok 
Siaga Bencana Masyarakat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan 
simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

• 

35. A pakah ada  lebih dari 15 perem puan  a ta u  d isab ilitas yang m enjadi 
anggota Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  terlibat aktif dalam  
keg iatan-kegiatan  sim ulasi peringatan  dini, evakuasi, d an  operasi tanggap 

d a ru ra t ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 37, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

36. A pakah ad a  kelom pok-kelom pok perem puan  di d e sa /k e lu ra h a n  seperti 
kelom pok Pem berdayaan K esejahteraan  Keluarga (PKK), D asa W isma, 
Kader Posyandu, dan  lain-lain, yang m enyatakan  diri sebagai Kelompok 
Siaga B encana M asyarakat dan  m elibatkan  diri dalam  kegiatan-kegiatan  
sim ulasi pe ringa tan  dini, evakuasi, d an  operasi tanggap d a ru ra t ? 
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

VI. ASPEK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 
Pertanyaan  :
37. A pakah ad a  u paya-upaya  u n tu k  m elakukan  pem etaan  dan  analisis 

ancam an , k e ren tan an , dan  k ap asitas  D esa /K elu rahan  u n tu k  m elihat 
risiko di D esa /K elu rah an  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 40, bila Y a’ lan ju tk an  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

38. A pakah ad a  dokum en hasil analisis risiko di D esa /K elu rah an  yang 
d ibangun  b e rd asa rk an  keterlibatan  se lu ru h  m asyarakat, te rm asu k  
kelom pok ren ta n  seperti orang tua , an ak -an ak , penyandang  cacat, ibu 
ham il, d an  lain-lain  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 40, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

39. A pakah ad a  keg iatan-kegiatan  di D esa /K elu rahan  yang d ilak sanakan  
b e rd asa rk an  hasil analisis risiko tersebu t, yang kem udian  berdam pak  
pada  berku rangnya  risiko ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

40. A pakah su d a h  ad a  ren can a  u n tu k  m em buat peta  raw an b e n c a n a /p e ta  
Risiko ja lu r  evakuasi, dan  titik kum pul yang m enyediakan tem pat 
evakuasi k h u su s  u n tu k  tem pat pengungsian  ketika terjad i bencana  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 43, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

41. A pakah pe ta -peta  d an  ja lu r  evakuasi titik  kum pul su d a h  d ibuat dan  
tem pat evakuasi u n tu k  tem pat pengungsian  su d ah  d iten tu k an  dan  
dilengkapi dengan  perlengkapan  d a sa r seperti Pertolongan Pertam a pada 
K ecelakaan (P3K), obat-obatan , penerangan  d a ru ra t, d an  lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 43, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

42. A pakah su d a h  sering d ilakukan  p rak tik  sim ulasi evakuasi dan  
penyelam atan  diri bersam a w arga D esa /K elu rahan  ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

43. A pakah ad a  up ay a-u p ay a  u n tu k  m em bangun  sistem  peringatan  dini yang 
berbasis m asy arak a t u n tu k  m em berikan w ak tu  penyelam atan  diri dan  
ase t bagi m asy arak a t ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 46, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)



34.Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan kelompok perempuan dan 
kelompok disabilitas dalam Kelompok Siaga Bencana Masyarakat, serta 
kelompok-kelompok untuk tanggap bencana ? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 37, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

33. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat, baik di tingkat Rukun 
Tetangga atau Rukun Warga atau kelompok lainnya, seperti Karang 
Taruna dan lain-lain, yang menyatakan diri sebagai Tim Relawan 
Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan melibatkan diri dalam 
kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi 
darurat? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

32. Apakah ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang warga yang menjadi anggota 
Kelompok Tim Relawan Siaga Bencana Masyarakat dan terlibat aktif 
dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan tanggap 
darurat, gladi lapangan? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 34, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

31. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan warga Desa/Kelurahan 
(selain Perangkat Desa/Kelurahan) dalam Tim Relawan Kelompok Siaga 
Bencana Masyarakat, serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 34, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

30. Apakah sudah ada praktik simulasi rutin atau gladi lapangan untuk 
evakuasi dan penyelamatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat 
bersama dengan Tim Relawan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat 
Desa/ Kelurahan ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

29. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat 
tentang risiko bencana, penyelamatan darurat, dan upaya PRB? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 31, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

28. Apakah ada upaya-upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan 
dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi, kepada warga 
Desa/Kelurahan tentang risiko bencana, tanda-tanda ancaman bencana, 
upaya penyelamatan diri, evakuasi, dan upaya PRB? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 31, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

27. Apakah ada praktik-praktik evakuasi dan operasi masyarakat tanggap 
darurat bencana yang dilakukan oleh Tim Relawan/kelompok Siaga 
Bencana Desa/ Kelurahan ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

26. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Tim 
Relawan/Siaga Bencana Desa/Kelurahan tentang analisis risiko, 
manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan PRB? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 28, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

26. A pakah su d a h  a d a  pe la tihan-pela tihan  yang d iberikan  kepada Tim 
R elaw an/S iaga  B encana D esa /K elu rahan  ten tang  analisis risiko, 
m anajem en bencana, kesiapsiagaan , operasi tanggap d a ru ra t, d an  PRB ? 
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 28, bila cYa’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

27. A pakah ad a  p rak tik -p rak tik  evakuasi dan  operasi m asy arak a t tanggap 
d a ru ra t b en can a  yang d ilakukan  oleh Tim R elaw an/kelom pok Siaga 
B encana D esa /K elu rah an  ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

28. A pakah ad a  u p ay a-u p ay a  m em berikan pengetahuan  dan  kem am puan  
dalam  b e n tu k  pen y u lu h an  dan  penyebaran  inform asi, kepada  w arga 
D esa /K elu rah an  ten tang  risiko bencana, tan d a -ta n d a  an cam an  bencana, 
upaya  penyelam atan  diri, evakuasi, d an  upaya  PRB ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 31, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

29. A pakah ad a  pe la tihan -pela tihan  yang diberikan  kepada m asyarakat 
ten tang  risiko bencana, penyelam atan  d a ru ra t, dan  up ay a  PRB ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 31, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

30. A pakah su d a h  ad a  p rak tik  sim ulasi ru tin  a ta u  gladi lapangan  u n tu k  
evakuasi dan  penyelam atan  d a ru ra t yang d ilakukan  oleh m asyarakat 
bersam a dengan  Tim Relawan Kelompok Siaga B encana M asyarakat 
D esa /K elu rah an  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

31. A pakah ad a  u paya-upaya  u n tu k  m elibatkan  w arga D esa /K elu rahan  
(selain P erangkat D esa/K elurahan) dalam  Tim Relawan Kelompok Siaga 
B encana M asyarakat, se rta  kelom pok-kelom pok u n tu k  tanggap bencana  ? 
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 34, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

32. A pakah ad a  lebih dari 30 (tiga puluh) orang w arga yang m enjadi anggota 
Kelompok Tim Relawan Siaga B encana M asyarakat dan  terlibat aktif 
dalam  keg iatan-keg iatan  sim ulasi peringatan  dini, evakuasi, dan  tanggap 
d a ru ra t, gladi lapangan  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 34, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

33. A pakah ad a  kelom pok-kelom pok m asyarakat, baik di tingkat R ukun 
Tetangga a ta u  R ukun  W arga a ta u  kelom pok lainnya, seperti Karang 
T aruna  d an  lain-lain , yang m enyatakan  diri sebagai Tim Relawan 
Kelompok Siaga B encana M asyarakat dan  m elibatkan  diri dalam  
keg iatan-keg iatan  sim ulasi peringatan  dini, evakuasi, d an  operasi 
d a ru ra t ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

34. A pakah ada  u paya-upaya  u n tu k  m elibatkan  kelom pok perem puan  dan  
kelom pok d isab ilitas dalam  Kelompok Siaga B encana M asyarakat, se rta  
kelom pok-kelom pok u n tu k  tanggap bencana  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 37, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)



52. Apakah ada rencana untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada 
kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak 
kecil, ibu hamil, dan lain-lain terhadap akibat dari bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 55, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

51. Apakah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan 
ekonomi tersebut dan upaya untuk memperluas pelaku ekonomi sampai 
pada seluruh warga Desa/ Kelurahan ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

50. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang 
dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa 
meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat 
sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 52, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

49. Apakah ada rencana pemberdayaan masyarakat, khususnya 
pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik 
berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun 
membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 52, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

48. Apakah ada mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan 
fisik tersebut untuk menjamin kelestariannya, serta upaya untuk 
menyebarluaskannya? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

4 7. Apakah sudah ada kegiatan pembangunan fisik (mitigasi struktural) yang 
dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana di Desa/Kelurahan, 
seperti memperkuat tanggul sungai, bangunan tahan gempa, dan 
lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 49, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

44 Apakah sistem peringatan dini sudah dilengkapi dengan data/ informasi, 
. peralatan dan personil yang memadai untuk menjalankan fungsi?ya, 
serta mekanisme penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan jelas 
kepada seluruh warga? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 46, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

45. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi atau gladi pelaksanaan 
sistem peringatan dini bersama warga Desa/ Kelurahan ? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

46. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan pembangunan fisik 
(mitigasi strktural) untuk mengurangi risiko bencana di Desa/Kelurahan, 
seperti memperkuat tanggul sungai, bangunan tahan gempa, dan 
lain-lain? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 49, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

• 

4 4 .  A pakah sistem  peringa tan  dini sudah  dilengkapi dengan da ta /in fo rm asi, 
pera la tan  d an  personil yang m em adai u n tu k  m en ja lankan  fungsinya, 
se rta  m ekanism e penyam paian  inform asi yang cepat, ak u ra t, dan  jelas 
kepada se lu ru h  w arga ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 46, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

45. A pakah su d a h  sering d ilakukan  p rak tik  sim ulasi a ta u  gladi pe laksanaan  
sistem  peringa tan  dini b ersam a w arga D esa /K elu rah an  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

46. A pakah su d a h  ada  rencana  u n tu k  m elakukan  pem bangunan  fisik 
(mitigasi strk tu ral) u n tu k  m engurangi risiko bencana  di D esa /K elu rahan , 
seperti m em perkua t tanggul sungai, b an g u n an  tah a n  gempa, dan  
lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 49, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

47. A pakah su d a h  ad a  kegiatan pem bangunan  fisik (mitigasi struk tu ral) yang 
d ilak san ak an  u n tu k  m engurangi risiko bencana  di D esa /K elu rahan , 
seperti m em perkua t tanggul sungai, b an g u n an  ta h a n  gem pa, dan  
lain-lain  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 49, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

48. A pakah ad a  m ekanism e pengelolaan dan  pem eliharaan  pem bangunan  
fisik te rseb u t u n tu k  m enjam in kelestariannya, se rta  upaya  u n tu k  
m enyebarluaskannya  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

49. A pakah ad a  ren can a  pem berdayaan  m asyarakat, k h u su sn y a  
pem berdayaan  ekonom i u n tu k  m engurangi k e ren tan an  m asyarakat, baik 
berupa  m en ingkatkan  produksi, m em perluas ak ses pasar, m aupun  
m em buat sum ber ekonom i lain yang lebih am an  dari an cam an  bencana  ? 
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 52, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

50. A pakah su d a h  ad a  kegiatan-keg iatan  pengem bangan ekonom i yang 
d ilak san ak an  u n tu k  m engurangi k e ren tan an  m asyarakat, baik berupa  
m eningkatkan  p roduksi, m em perluas akses pasar, m au p u n  m em buat 
sum ber ekonom i lain yang lebih am an  dari ancam an  bencana  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 52, bila T a ’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

51. A pakah ad a  m ekanism e u n tu k  m enjam in keberlan ju tan  pem berdayaan 
ekonom i te rseb u t dan  upaya u n tu k  m em perluas pelaku  ekonom i sam pai 
pada  se lu ru h  w arga D esa /K elu rahan  ?
(Lanjutkan ke p e rtanyaan  selanjutnya)

52. A pakah a d a  ren c a n a  u n tu k  m em berikan  perlindungan  k eseh a tan  kepada 
kelom pok-kelom pok ren tan  seperti orang tua , penyandang  cacat, anak  
kecil, ibu ham il, d an  lain-lain  te rh ad ap  ak iba t dari bencana  ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 55, bila T a ’ lan ju tk an  ke 
pertanyaan  selanjutnya)



JULIYATMONO 

ttd. 
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59. Apakah ada kegiatan yang jelas untuk melakukan perlindungan aset 
produktif masyarakat seperti asuransi komunitas, gudang bersama, dan 
lain-lain ? 
(Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan 
selanjutnya) 

60. Apakah ada pengelola dan mekanisme yang jelas untuk menjalankan dan 
memelihara perlindungan aset produktif masyarakat? 
(Pertanyaan selesai) 

58. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset 
produktif utama masyarakat dari dampak bencana? 
(Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan 

· selanjutnya) 

56. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam, 
seperti pengelolaan hutan, sungai, dan lain-lain yang dilaksanakan untuk 
upaya PRB? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 58, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

57. Apakah sudah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan 
pengelolaan sumber daya alam untuk PRB dalam kurun waktu yang 
panjang? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

55. Apakah ada rencana untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, 
sungai untuk upaya PRB? 
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 58, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

54. Apakah sudah ada pengelola, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan 
program perlindungan kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas 
pendidikan, dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan 
seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil, dan lain-lain 
terhadap akibat dari bencana? 
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

53. Apakah sudah ada skema program perlindungan kesehatan, fasilitas 
kesehatan, fasilitas pendidikan dan santunan sosial kepada 
kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak 
kecil ibu hamil dan lain-lain terhadap akibat dari bencana? 

' ' (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 55, bila 'Ya' lanjutkan ke 
pertanyaan selanjutnya) 

53. A pakah su d a h  ad a  skem a program  perlindungan  keseh a tan , fasilitas 
keseha tan , fasilitas pendid ikan  dan  sa n tu n a n  sosial kepada 
kelom pok-kelom pok ren tan  seperti orang tu a , penyandang  cacat, an ak  
kecil, ibu  ham il, d an  lain-lain  te rh ad ap  ak iba t dari b en can a  ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 55, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

54. A pakah su d a h  ad a  pengelola, m ekanism e, d an  p ro sedu r pe laksanaan  
program  perlindungan  keseha tan , fasilitas k eseh a tan , fasilitas 
pendid ikan , dan  sa n tu n a n  sosial kepada kelom pok-kelom pok ren tan  
seperti orang  tu a , penyandang  cacat, an ak  kecil, ibu ham il, d an  lain-lain 
te rh ad ap  ak iba t dari bencana  ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

55. A pakah ad a  ren can a  u n tu k  pengelolaan sum ber daya alam , seperti h u tan , 
sungai u n tu k  up ay a  PRB ?
(Bila T id a k ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 58, bila Y a’ lan ju tk an  ke 
pertanyaan  selanjutnya)

56. A pakah su d a h  ada  keg iatan-kegiatan  pengelolaan sum ber daya alam , 
seperti pengelolaan h u tan , sungai, dan  lain-lain  yang d ilak sanakan  u n tu k  
upaya PRB ?
(Bila T id ak ’ lan ju tk an  ke pertanyaan  nom or 58, bila Y a’ lan ju tkan  ke 
p e rtanyaan  selanjutnya)

57. A pakah su d a h  ada  m ekanism e u n tu k  m enjam in keberlan ju tan  
pengelolaan sum ber daya alam  u n tu k  PRB dalam  k u ru n  w aktu  yang 
panjang  ?
(Lanjutkan ke pertanyaan  selanjutnya)

58. A pakah ad a  upaya-upaya  u n tu k  m elakukan  perlindungan  ase t-ase t 
p roduk tif u ta m a  m asy arak a t dari dam pak  bencana  ?
(Bila T id a k ’ p e rtan y aan  selesai, bila Y a’ lan ju tk an  ke pertanyaan
selanjutnya)

59. A pakah ad a  kegiatan  yang jelas u n tu k  m elakukan  perlindungan  aset 
p roduk tif m asy arak a t seperti a su ran s i kom unitas, gudang  bersam a, dan  
lain-lain  ?
(Bila T id a k ’ p e rtanyaan  selesai, bila Y a’ lan ju tk an  ke pertanyaan
selanjutnya)

60. A pakah ada  pengelola dan  m ekanism e yang je las u n tu k  m enja lankan  dan  
m em elihara perlindungan  ase t p roduktif m asyaraka t ?
(Pertanyaan selesai)

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd.

JULIYATMONO



NIP. 1975 
ZUL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN RANGANYAR 
Kepala Bagi Hukum, ~ \ - .~·,· 

SERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NO MOR 13 

SAMS I 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Februari 2017 

JULIYATMONO 

ttd. 

BUPATI KARANGANYAR, 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Februari 2017 

Pasal 23 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal22 
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22
Biaya yang tim bul dengan d ite tapkannya  P e ra tu ran  B upati ini, 
d ibebankan  kepada Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah.

Pasal 23
P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan . 
Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
p engundangan  P era tu ran  B upati ini dengan penem patannya  
dalam  B erita D aerah K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan di K aranganyar 
pada  tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 
pada  tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan  sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Bagian H ukum ,

NIP. 19750311 99903 1 009



NIP. 19750 
ZULFI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KA NGANYAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13 

SAMS I 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Februari 2017 

JULIYATMONO 

ttd. 

BUPATI KARANGANYAR, 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Februari 2017 

Pasal 23 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 22 
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22
Biaya yang tim bul dengan d ite tapkannya  P e ra tu ran  B upati ini, 
d ibebankan  kepada Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah.

Pasal 23
P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan . 
Agar se tiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
p engundangan  P era tu ran  B upati ini dengan penem patannya 
dalam  B erita D aerah K abupaten  K aranganyar.

D itetapkan di K aranganyar 
pada  tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 
pada  tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan  sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala BagigjpH ukum ,

c ■z u l f iKa r  h a d id h

NIP. 19750311 199903 1 009


